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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat
Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan
rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua
sehingga revisi Modul PDRD mengenai Opsen
Pajak Daerah ini dapat diselesaikan dengan baik.
Kita juga patut bersyukur bahwa implementasi
Opsen Pajak Daerah bisa berjalan dengan relatif
baik sesuai dengan amanat UU HKPD, yaitu
tanggal 5 Januari 2025.

Dalam pelaksanaan Opsen Pajak Daerah,
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun
Pemerintah Kabupaten/Kota perlu melakukan
langkah-langkah perbaikan agar implementasi
opsen pajak daerah menjadi lebih baik. Salah satu langkah praktis yang dilakukan
oleh Direktorat PDRD dalam hal ini adalah merevisi modul sebagai referensi
Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Opsen Pajak Daerah.

Dalam edisi revisi ini terdapat beberapa penyesuaian materi dan beberapa
penambahan materi baru dari edisi sebelumnya. Penambahan materi utamanya
mengenai pelaksanaan implementasi Opsen Pajak Daerah berupa mitigasi atas
pelaksanaan Opsen dan penyempurnaan terhadap proses bisnis penyelenggaraan
sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) kendaraan bermotor. Proses bisnis
ini termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015. Selain hal- hal tersebut, dalam revisi edisi
ini juga terdapat penambahan beberapa pertanyaan dan jawaban pada bagian
Pertanyaan Yang Sering Muncul Seputar Opsen.
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Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang
telah membantu penyelesaian penyusunan revisi Modul PDRD mengenai Opsen
Pajak Daerah ini. Kami berharap semoga edisi revisi ini bisa memberikan manfaat
bagi pembaca pada umumnya untuk meningkatkan pemahaman terkait Opsen Pajak
Daerah, dan khususnya bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Jakarta, Juli 2025
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Lydia Kurniawati Christyana
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OPSEN PAJAK DAERAH

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan alat untuk
mencapai tujuan bernegara, yaitu pemerataan kesejahteraan di seluruh
pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal
dilakukan melalui penyerahan sebagian urusan pemerintahan konkuren
kepada daerah disertai dengan pendanaannya. Salah satu indikator dari
kesuksesan otonomi daerah adalah meningkatnya kemampuan daerah
dalam membiayai sendiri sebagian besar kegiatan pemerintahannya.
Untuk itu, selain mendapatkan TKD dari Pemerintah Pusat, Pemda juga
memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk
memungut PDRD yang merupakan bagian dari PAD.

Gambar 1 Kebijakan PDRD sebagai bagian integral pilar HKPD

Pemerataan
Kesejahteraan Masyarakat di
seluruh Pelosok NKRI

Alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien
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Horisontal yang Taxing Power Daerah
Menurun

Harmonisasi
Belanja Pusat

dan Daerah

Akuntabilitas berorientasi pada hasil, efisiensi, equity,
certainty, universalitas

Sistem informasi dan evaluasi Pengawasan, monitoring dan Sumber daya manusia yang £S5
keuangan pusat daerah yang evaluasi kompeten, profesionaldan £
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Rasio pajak daerah pada tahun 2024 mencapai angka 1,21 persen, sedikit
menurun jika dibandingkan tahun 2023 yang hanya sebesar 1,3 persen.
Diharapkan dengan implementasi UU HKPD, rasio pajak daerah dapat terus
meningkat.

Penguatan kewenangan perpajakan daerah merupakan salah satu dari
empat pilar dalam UU HKPD. Kebijakan pengenaan Opsen merupakan salah
satunya. Opsen Pajak Daerah dikenakan terhadap PKB, BBNKB, dan Pajak
MBLB atau dikenal sebagai Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang menjadi pajak
kabupaten/kota serta Opsen Pajak MBLB yang menjadi pajak provinsi.

Untuk Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada dasarnya, jenis pajak baru
ini menggantikan mekanisme bagi hasil pajak provinsi (PKB dan BBNKB)
kepada kabupaten/kota. Penerapan opsen ini bertujuan agar ketika WP
melakukan pembayaran pajak PKB dan BBNKB kepada pemerintah provinsi,
seketika bagian kabupaten/kota dapat diterima oleh pemerintah
kabupaten/kota. Metode pembayaran atas Pajak tersebut melalui
mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau
otomatis ke RKUD. provinsi untuk PKB dan BBNKB dan RKUD
kabupaten/kota untuk Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

Disamping itu, pajak MBLB yang merupakan salah satu jenis pajak yang
kewenangan pemungutannya berada di pemerintah kabupaten/kota, sehingga
dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Salah satu kunci yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dalam hal
ini penerimaan pajak MBLB dan opsennya adalah sinergi yang lebih baik dan
efektif antara provinsi dan kabupaten/kota. Dengan adanya sinergi pemungutan
dan pengawasan yaitu melalui peningkatan peran provinsi dalam pemungutan
Pajak MBLB, Pemda dapat semakin terdorong untuk melakukan intensifikasi
dan ekstensifikasi perpajakan daerah untuk peningkatan PAD-nya.
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Gambar 2 Mekanisme Bagi Hasil dan Opsen
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1.1 Pengertian, Tujuan, dan Manfaat Opsen Pajak Daerah
Sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) UU HKPD, Opsen Pajak Daerah
mulai berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkannya UU HKPD, yaitu 5
Januari 2025. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut
persentase tertentu. Oleh sebab itu, tarif maksimal dari pajak induknya
diturunkan terlebih dahulu untuk mengakomodir tarif Opsen. Di dalam
penetapan tarif pajak induknya, Pemda diharapkan mengacu kepada arah
kebijakan UU HKPD, yaitu memperhatikan beban yang ditanggung oleh WP.
Tujuan penerapan kebijakan Opsen Pajak Daerah utamanya
dimaksudkan untuk:
a. Percepatan  penerimaan bagian kabupaten/kota atas PKB
dan BBNKB.
Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, PKB dan BBNKB
merupakan jenis pajak provinsi yang dibagihasilkan penerimaannya ke
kabupaten/kota secara periodik. Waktu penyaluran bagi hasil dari RKUD
provinsi ke RKUD kabupaten/kota selama ini diatur dalam Perkada
masing-masing provinsi. Dalam prakteknya, bagi hasil yang masuk ke
RKUD kabupaten/kota sampai ada yang melewati tahun anggaran

-




OPSEN PAJAK DAERAH

bersangkutan. Dengan adanya Opsen Pajak Daerah, penyaluran dilakukan
langsung melalui split payment dimana bagian provinsi langsung ke
RKUD provinsi dan bagian kabupaten/kota langsung ke RKUD
kabupaten/kota. Sehingga penerimaan tersebut dapat segera digunakan
oleh pemerintah kabupaten/kota setelah masuk ke RKUD kabupaten/kota.
Memperkuat sumber penerimaan kabupaten/kota.

Dengan adanya opsen PKB dan opsen BBNKB diharapkan dapat
memperkuat sumber penerimaan bagi pemerintah kabupaten/kota.
Memperbaiki postur APBD kabupaten/kota dan penurunan belanja
mandatory bagi provinsi.

Dengan adanya Opsen Pajak Daerah, bagian penerimaan PKB dan
BBNKB kabupaten/kota bergeser dari penerimaan bagi hasil menjadi
penerimaan PAD vyaitu Pajak Daerah. Selain itu, PKB dan BBNKB
diterima oleh pemerintah provinsi secara netto atau tidak terdapat
kewajiban membagihasilkan kembali ke kabupaten/kota sebagai
bagian dari belanja mandatory.

. Sumber penerimaan baru bagi provinsi atas Pajak MBLB.

Opsen Pajak MBLB bagi pemerintah provinsi merupakan sumber
penerimaan baru yang dapat digunakan untuk mendanai kewenangan
di bidang izin, pengawasan, dan pengendalian penambangan MBLB di
kabupaten/kota.

Meningkatkan sinergi pemungutan dan pengawasan pajak antara provinsi
dan kabupaten/kota.

Dengan adanya Opsen Pajak Daerah akan meningkatkan peran
pemerintah kabupaten/kota dalam pemungutan PKB dan BBNKB serta
peran pemerintah provinsi dalam pemungutan Pajak MBLB.

Selanjutnya manfaat adanya Opsen Pajak Daerah antara lain:
Pemerintah Daerah penerima opsen menerima bagiannya sesuai dengan
potensi daerahnya masing-masing.

Percepatan penerimaan pajak daerah sebagai sumber pendanaan
pembangunan daerah dan pelayanan publik.

Pemerintah Daerah penerima opsen memiliki sense of belonging dalam
pemungutan pajak daerah melalui sinergi dengan Pemerintah Daerah
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pemungut pajak induk sehingga dalam jangka panjang diharapkan tercapai
kenaikan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ektensifikasi.
Mendorong pelayanan yang lebih besar bagi wajib pajak melalui
percepatan pembangunan dan penyediaan layanan di daerah khususnya
pemerintah kabupaten/kota.

1.2 Jenis Opsen Pajak Daerah

1.3

Berdasarkan UU HKPD, terdapat 3 jenis Opsen Pajak Daerah, yaitu

sebagai berikut:

a.

Opsen PKB.

Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas
pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Opsen BBNKB.

Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas
pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Opsen Pajak MBLB.

Opsen Pajak MBLDB adalah opsen yang dikenakan oleh provinsi atas
pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Rekonsiliasi dan Peraturan Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Opsen Pajak Daerah, Gubernur, Bupati/Wali Kota,

dan Bank melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB, BBNKB, Pajak
MBLB beserta Opsennya setiap triwulanan. Sesuai dengan pengaturan
dalam Pasal 114 PP KUPDRD, rekonsiliasi dilakukan paling sedikit
membandingkan data:

a

b.
C.
d.

SKPD atau SPTPD.

SSPD.

Rekening koran bank, dan

Dokumen  penyelesaian kekurangan  pembayaran pajak dan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
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Gambar 3 Rekonsiliasi Opsen Pajak Daerah
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Rekonsiliasi data penerimaan PKB, BBNKB, Pajak MBLB beserta
Opsennya dilakukan setiap triwulan.

. 4

Rekonsiliasi paling sedikit membandingkan data: (1) SKPD atau SPTPD, (2)
SSPD, (3) Rekening koran bank, dan (4) dokumen penyelesaian kekurangan
pembayaran pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
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Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen Pajak Daerah dan
bentuk sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota,
serta hal-hal lain yang diperlukan dalam implementasi kebijakan yang
berdampak pada pemungutan, dituangkan dalam Perkada, yaitu sebagai
berikut:

a. Opsen PKB/BBNKB diatur dalam Perkada Provinsi di wilayah
kabupaten/kota tersebut berada.

b. Opsen Pajak MBLB diatur dalam masing-masing Perkada
Kabupaten/Kota di dalam wilayah provinsi.

Dalam Peraturan Kepala Daerah Provinsi sebaiknya dapat memuat terkait

SKPDLB untuk Opsen Pajak MBLB.
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OPSEN PKB DAN BBNKB

2.1 Pengaturan Materiil PKB dan Opsen PKB

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

NO PENGATURAN DALAM UU HKPD

1. | Definisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Pajak atas
kepemilikan  dan/atau  penguasaan kendaraan
bermotor.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis
jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air
yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor
atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk
mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi
tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

2. | Objek Objek PKB adalah Kepemilikan dan/atau penguasaan
atas Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di
wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Terdapat pengecualian dalam Objek PKB, vyaitu
kepemilikan dan/atau penguasaan atas:

a. Kkereta api;

b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan
untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

c. kendaraan bermotor kedutaan, konsulat,
perwakilan negara asing dengan asas timbal
balik, dan lembaga-lembaga internasional yang
memperoleh fasilitas pembebasan pajak dan
Pemerintah;

d. kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan
dan;

e. kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan
Perda.
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PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

N[@) PENGATURAN DALAM UU HKPD

3. | Subjek dan Wajib Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang
memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang
memiliki kendaraan bermotor.

4. | Dasar Pengenaan Dasar pengenaan PKB untuk jenis kendaraan di darat

adalah perkalian dari:
a. nilai jual kendaraan bermotor; dan

b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat
kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan
akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan PKB untuk jenis kendaraan di air hanya
berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor.

Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan
harga pasaran umum atas suatu kendaraan  bermotor
yang ditetapkan pada minggu pertama bulan Desember
tahun pajak sebelumnya.

Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang
diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan
bermotor tidak diketahui, nilai jual kendaraan
bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau
seluruh faktor-faktor:

a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder
dan/atau satuan tenaga yang sama;

b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau
pribadi;

c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan
bermotor yang sama;

d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan
kendaraan bermotor yang sama;

e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat
kendaraan bermotor;




OPSEN PAJAK DAERAH

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
NO PENGATURAN DALAM UU HKPD

f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan
bermotor sejenis; dan

g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen
pemberitahuan impor barang.

Bobot dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan
jalan dan/atau  pencemaran lingkungan oleh
penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap
masih dalam batas toleransi; dan

b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan
jalan dan/ atau pencemaran lingkungan oleh
penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap
melewati batas toleransi.

Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor:

a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah
sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;

b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor, yang
dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau
jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis
energi terbarukan; dan

C. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri
mesin  kendaraan  bermotor yang dibedakan
berdasarkan isi silinder.

5. | Tarif Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
1. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan
kendaraan bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi
1,2% dan

2. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan
bermotor kedua dan seterusnya, dapat  ditetapkan
secara progresif paling tinggi sebesar 6%.

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah
provinsi yang tidak terbagi dalam daerah
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OPSEN PAJAK DAERAH

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

PENGATURAN DALAM UU HKPD

kabupaten/kota otonom, tarif PKB ditetapkan sebagai
berikut:

a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan
bermotor pertama paling tinggi sebesar 2%; dan

b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan
kendaraan bermotor kedua dan seterusnya,
dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi
sebesar 10%

Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan
kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan
umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah,
ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan,
lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan
Pemerintah Daerah, ditetapkan paling tinggi 0,5%.
Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas
nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat
yang sama.

Penghitungan

Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PKB dengan tarif PKB.

PKB dikenakan untuk 12 bulan berturut-turut terhitung
sejak tanggal pendaftaran kendaraan bermotor.

Saat terutang

Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya
kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Wilayah Pemungutan

PKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat
kendaraan bermotor terdaftar.
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OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

N[@) ‘ PENGATURAN DALAM UU HKPD

1. | Definisi Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh
kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. | Wajib Pajak Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.

3. | Dasar Pengenaan Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB
terutang.

4. | Tarif Tarif opsen PKB ditetapkan sebesar 66% yang dihitung
dari besaran pajak terutang.

5. | Saat terutang Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat
terutangnya PKB.

6. | Wilayah Pemungutan Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang
merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor
terdaftar.

7. | Penetapan dan Pembayaran | 1. Besaran pokok Opsen PKB terutang ditetapkan oleh

gubernur di wilayah kabupaten/kota tersebut berada
dan dicantumkan di dalam SKPD.

2. Wajib Pajak Opsen PKB membayar Pajak terutang
menggunakan SSPD berdasarkan SKPD.

3. SKPD dan SSPD dapat berupa dokumen penetapan
dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan mengenai sistem administrasi
manunggal satu atap kendaraan  bermotor.
Pembayaran Opsen PKB ke Kas Daerah
kabupaten/kota  dilakukan  bersamaan  dengan
pembayaran PKB ke Kas Daerah provinsi.
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2.2 Pengaturan Materiil BBNKB dan Opsen BBNKB

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)
NO PENGATURAN DALAM UU HKPD

1. | Definisi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan
bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau
perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual
beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke
dalam badan usaha.

2. | Objek dan Pengecualian 1. Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas
Kendaraan Bermotor.

2. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada
angka (1) merupakan Kendaraan Bermotor yang wajib
didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Yang dikecualikan dari objek BBNKB adalah
penyerahan atas:
a. Kereta Api;

b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan
untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

c. Kendaraan Bermotor  kedutaan, konsulat,
perwakilan negara asing dengan asas timbal balik,
dan lembaga-lembaga internasional  yang
memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari
pemerintah pusat;

d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.

4. Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagai
Objek BBNKB adalah pemasukan Kendaraan
Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di
Indonesia, kecuali:

a. untuk diperdagangkan;

b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah
kepabeanan Indonesia; dan
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BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)
PENGATURAN DALAM UU HKPD

c. digunakan untuk pameran, objek Penelitian,
contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf
internasional.

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf
b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 bulan
berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan
kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.

Subjek dan Wajib

Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan
yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan
yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual kendaraan
bermotor yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur.

Tarif

Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 12%.
Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah
provinsi  yang tidak terbagi dalam  daerah
kabupaten/kota otonom, tarif BBNKB ditetapkan
paling tinggi sebesar 20%.

Penghitungan

Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB dengan tarif
BBNKB.

Saat terutang

1. Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya
penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.

2. Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran

kendaraan bermotor.

3. Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan

dalam pendaftaran kendaraan bermotor  baru
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Wilayah Pemungutan

BBNKB vyang terutang dipungut di wilayah daerah
tempat kendaraan bermotor terdaftar.
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OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)
NO ‘ PENGATURAN DALAM UU HKPD
1. | Definisi Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh

kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. | Wajib Pajak Wayjib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.

3. | Dasar Pengenaan Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB
terutang.

4. | Tarif Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% yang
dihitung dari besaran pajak terutang.

5. | Saat Terutang Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat
terutangnya BBNKB.

6. | Wilayah Pemungutan Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang
merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor
terdaftar.

7. | Penetapan dan Pembayaran 1. Besaran pokok Opsen BBNKB terutang ditetapkan
oleh gubernur di wilayah kabupaten/kota tersebut
berada dan dicantumkan di dalam SKPD.

2. Wajib Pajak Opsen BBNKB membayar Pajak terutang
menggunakan SSPD berdasarkan SKPD.

3. SKPD dan SSPD dapat berupa dokumen penetapan
dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan mengenai sistem administrasi
manunggal satu atap kendaraan bermotor.

4. Pembayaran Opsen BBNKB ke Kas Daerah
kabupaten/kota  dilakukan  bersamaan  dengan
pembayaran BBNKB ke Kas Daerah provinsi.

2.3 Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB
Seperti halnya PKB dan BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB
merupakan jenis pajak official assessment (penetapan pajaknya oleh Kepala
Daerah). Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sesuai dengan Pasal
107 ayat (2) PP KUPDRD didasarkan atas nama, Nomor Induk
14
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Kependudukan (NIK), dan alamat pemilik kendaraan bermotor di wilayah
kabupaten/kota.

Perhitungan besarnya Opsen PKB dan Opsen BBNKB adalah
perkalian antara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Opsen PKB atau Opsen
BBNKB yaitu PKB/BBNKB terutang, dikalikan tarif Opsen PKB/BBNKB
(66%), sebagaimana rumus berikut ini:

B R R B
: Dasar Pengenaan Paiak (DPP) X Tarif :
T ol .. R %) __________]

Contoh Perhitungan Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Seorang Wajib Pajak A di Kota X Provinsi Y membeli kendaraan bermotor
baru dengan NJKB Rp300.000.000,00 dan bobot 1 (berdasarkan
Permendagri tentang NJKB). Tarif PKB dan BBNKB dalam Peraturan
Daerah Provinsi Y masing-masing 1% dan 8%. Berapa besarnya Opsen PKB
dan Opsen BBNKB yang diterima oleh Kota X melalui split payment ke
Rekening Kas Umum daerah (RKUD) Kota X?

0000000000000 OO,
B terutang (Provinsi Y) = Tarif PKB x DPP PKB

' \

)

\

ang (Kota X) = Tarif Opsen PKB x DPP Opsen \

rutang
).000,00

sen PKB yang dibayarkan WP adalah
000,00
g (Provinsi Y) = Tarif BBNKB x DPP BBNKB /

A e e = —————

O
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At

psen BBNKB terutang (Kota X) ",
Tarif Opsen BBNKB x DPP Opsen BBNKB
66% x BBNKB Terutang

66% X Rp24.000.000,00

Rp15.840.000,00

otal BBNKB + Opsen BBNKB yang dibayarkan WP adalah
Rp39.840.000,00 /

2.4 Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran Opsen PKB

dan Opsen BBNKB

Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan
dengan pembayaran PKB dan BBNKB. SKPD Opsen PKB dan SKPD Opsen
BBNKB ditetapkan olen Gubernur dan dicantumkan di dalam SKPD PKB
atau SKPD BBNKB. Berdasarkan Perpres Samsat, SKKP berfungsi sebagai
SKPD. Untuk mengakomodir Opsen PKB dan Opsen BBNKB, pada SKKP
yang ada saat ini dapat ditambahkan baris untuk memuat jumlah opsen
pajaknya.

Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang oleh WP
menggunakan SSPD berdasarkan SKPD vyang ditetapkan. Berdasarkan
Perpres 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi
Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan
Perpres Nomor 4 Tahun 2025, TBPKP berfungsi sebagai SSPD. Besaran
Opsen PKB/Opsen BBNKB terutang perlu dimuat dalam SSPD
PKB/BBNKB (menambah baris dalam TBPKP).

Gambar 4 llustrasi Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran
N ETRBRNNRROONNL  © Noiokmessbad ]

KM WWPD 1 l .
ALAWAT : pres
ERTEE SN PR e
Epouisl . ol e OPSEN B
EREAFEEA TS LA i
[CEYYee ™Y DV ATA O TTIK
*;NG . E.:;E,____ 1 BAA A TR
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OPSEN PAJAK DAERAH

masing provinsi dan kabupaten/kota. Mekanisme penyetoran Opsen PKB
dan/atau BBNKB yaitu sebagai berikut:
a. SKPD/SKKP PKB dan/atau BBNKB terutang ditetapkan oleh Kepala
Daerah sekaligus penetapan atas Opsen PKB dan/atau BBNKB terutang.
b. Wajib pajak melakukan pembayaran PKB dan/atau BBNKB terutang
bersama Opsen PKB dan/atau BBNKB dengan SSPD/TBPKP di Bank.
c. Bank selanjutnya akan melakukan split payment ke masing-masing
rekening dengan rincian:
1) Penyetoran PKB dan/atau BBNKB ke RKUD Provinsi.
2) Penyetoran Biaya Administrasi STNK dan/atau TNKB sebagai PNBP
ke RKUN.
3) Penyetoran SWDKLLJ ke Rekening Jasa Raharja.
4) Penyetoran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB ke RKUD
kabupaten/kota tempat kendaraan terdaftar (regident).

Gambar 5 Proses Pembayaran dan Mekanisme Split Payment Opsen
PKB dan Opsen BBNKB

Penyetoran
___________________________________ .
: Penyetoran opsen PKB/BBNKB dilakukan bersamaan dengan :
1 penyetoran PKB/BENKB, untuk kemudian bank melakukan
SKPD/SKKP Y split payment ke masing-masing rekening 1
Penetapan Opsen L H
PKB atau 5 e e o o o o o o o
BBNKB PKB/BBNKB
= 'cmh‘nq Penyeraoran PRKB davatiau
BENKE RKUD
‘ o1 Provinsi
Poryetoran Bleyas
Pembayaran Opsen Actrairsintrass S TNK
PKBE/BENKB Terutang dan/atay TNKB sebagsr
ENEP
SSPD/TBPKP > RKUN
PKB atau BBNKB
n‘ '- Ponyetoran SWOKLL)
- = Rekening
=T = Jasa Raharja
WAJIB PAJAK Pernyertovan
Cipsen FPKH
‘ danvatou BENKE
- RKUD
BANK ) Kab./Kota
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2.5 Penagihan dan Pengembalian Kembali Opsen PKB

dan Opsen BBNKB

Gubernur melakukan penagihan apabila WP tidak
melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dan/atau BBNKB
dan Opsen BBNKB. Penagihan dilakukan berdasarkan ketentuan
penagihan pajak daerah. Penagihan Opsen PKB/BBNKB
dilakukan bersamaan dengan penagihan PKB/BBNKB beserta
sanksi administratifnya. Selanjutnya WP melakukan pembayaran
atas penagihan yang dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang
ditunjuk ke RKUD Provinsi. Atas pembayaran yang dilakukan
oleh Wajib Pajak, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan
penyetoran bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB atas
penagihan yang dilakukan ke RKUD kabupaten/kota.

Gambar 6 Penagihan Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Gubernur melakukan Penagihan Opsen PKB/BENKB bersamaan dengan
Penagihan PKB/BBNKB beserta sanksi administratifnya.

L2 )

Melakukan penagihan apabila Wajib Pajak
tidak melakukan pembayaran PKB dan
Opsen PKB atau BENKB dan Opsen BENKB H

Penagihan dilakukan berdasarkan n ¥,
0 ketentuan penagihan pajak daerah ‘

GUBERNUR WAJIB PAJAK
)

oran atas penagihan yang dilakukan ole

Penyet
i Guberr

Penyetoran bagian Opsen PKB dan/atau BBNKB atas penagihan yang
dilakukan oleh Gubernur

RKUD Kab./Kota

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran PKB/BBNKB kepada Gubernur untuk  kemudian
memperhitungkan pengembalian kelebihan Opsen PKB/Opsen BBNKB.
Selanjutnya Gubernur melakukan verifikasi atas permohonan tersebut sesuai
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ketentuan pengembalian pajak daerah. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut,
Gubernur menerbitkan SKPDLB atas PKB/BBNKB dengan Salinan
diserahkan kepada Bupati/Wali Kota paling lambat 3 hari kerja. Berikutnya
Gubernur melakukan pengembalian kelebihan PKB beserta Opsennya atau
BBNKB beserta Opsennya maksimal 2 bulan setelah SKPDLB terbit.

Gambar 7 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen PKB dan
Opsen BBNKB

Pengembalian Kelebihan

WP mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran PKB/BBNKB kepada
Gubernur untuk kemudian memperhitungkan pengembalian kelebihan Opsen
PKB/BBNKB

| o ]

Permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran PKB

n ~— dan/atau BBNKB, termasuk
" ‘ - memperhitungkan Opsennya 0

WAJIB PAJAK GUBERNUR
Melakukan verifikasi sesuai ketentuan
Gubernur melakukan pengembalian
pengembalian pajak daerah
kelebihan PKB beserta opsennya
atau BBNKB beserta opsennya Maks
2 Bulan setelah SKPDLB terbit

o
o PKSBKI';I;II-\IBKB

1 Salinan

diserahkan

A paling lambat
° 3 hari kerja

BUPATI/WALIKOTA
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OPSEN PAJAK MBLB

3.1 Pengaturan Materiil Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)
NO PENGATURAN DALAM UU HKPD
1. | Definisi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB)
adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan
logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di
permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan
logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam
peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan
batu bara.

2. | Objek dan Pengecualian Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB
yang meliputi:
asbes;
. batu tulis;
. batu setengah permata;
. batu kapur;
. batu apung;
batu permata;
. bentonit;

. dolomit;

. feldspar;
. garam batu (halite);

=~ [

. grafit;

I. granit/andesit;
.gips;

. kalsit;

. kaolin;

. leusit;

. magnesit;

-~ o - o S 3J

mika;

v

marmer;
20
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PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)
NO PENGATURAN DALAM UU HKPD
t. nitrat;

u. opsidien;

v. oker;

w.pasir dan kerikil;
X. pasir kuarsa;

y. perlit;

z. fosfat;

aa. talk;

ab. tanah serap (fullers earth);
ac. tanah diatom;
ad. tanah liat;

ae. tawas (alum);
af. tras;

ag. yarosif;

ah. zeolit;

ai. basal;

aj. trakit;

ak. belerang;

al. mineral ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
dan

am. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Terdapat pengecualian dalam objek Pajak MBLB

meliputi pengambilan MBLB:

a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak
diperjualbelikan/dipindah tangankan;

b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon,
penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya
yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan

c. untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan
Perda.
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PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)
NO PENGATURAN DALAM UU HKPD

3. | Subjek dan Wajib Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan
yang mengambil MBLB.

Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan
yang mengambil MBLB.

4. | Dasar Pengenaan e Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil
pengambilan MBLB. Nilai jual dihitung berdasarkan
perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan
harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.

e Harga patokan dihitung berdasarkan harga jual rata-
rata tiap tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang
berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

e Harga  patokan ditetapkan  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pertambangan mineral dan batu bara.

5. | Tarif o Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar
20%.

e Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah
provinsi yang tidak terbagi dalam daerah
kabupaten/kota otonom, tarif Pajak MBLB
ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.

o Tarif Pajak MBLB ditetapkan dengan Perda.

6. | Perhitungan Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB
dengan tarif Pajak MBLB.

7. | Saat Terutang Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat
terutangnya Pajak MBLB

8. | Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah
tempat pengambilan MBLB.
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OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)
NO ‘ PENGATURAN DALAM UU HKPD
1. | Definisi Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh

provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

2. | Wajib Wajib Pajak Opsen MBLB merupakan Wajib Pajak
MBLB.

3. | Dasar Pengenaan Dasar pengenaan opsen Pajak MBLB merupakan Pajak
MBLB terutang.

4. | Tarif Tarif opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% yang

dihitung dari besaran pajak terutang.

5. | Penghitungan Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen
Pajak MBLB dengan tarif Opsen Pajak MBLB.

6. | Saat Terutang Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat
terutangnya Pajak MBLB
7. | Wilayah Pemungutan Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang

merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
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3.2 Pemungutan Opsen Pajak MBLB
Opsen Pajak MBLB merupakan jenis pajak self assessment (dipungut
berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak) yang dikenakan oleh
provinsi atas pokok Pajak MBLB. Opsen Pajak MBLB dipungut di wilayah
daerah tempat pengambilan MBLB. Perhitungan besarnya Opsen Pajak
MBLB adalah perkalian antara DPP Opsen Pajak MBLB, yaitu Pajak MBLB
terutang, dikalikan tarif Opsen Pajak MBLB (25%); sebagaimana rumus

berikut ini:
JOF I g S W S S T G D - -
| Dasar Pengenaan Pajak (DPP) X Tarif |
| (Pajak MBLB Terutang) (25%) |

Contoh Perhitungan Opsen MBLB

Wajib Pajak A melakukan pengambilan MBLB di Kabupaten X di Wilayah
Provinsi Y. Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebesar Rp500.000.000,00.
Tarif dalam Peraturan Daerah Kabupaten X untuk Pajak MBLB sebesar 20%.

Berapa besarnya Opsen Pajak MBLB yang diterima melalui split payment ke
RKUD Provinsi Y?

ajak MBLB x Nilai Jual Hasil Pengambilan MBLB

BLB x DPP Opsen Pajak MBLB
erutang

0,00

erimaan Provinsi Y)

-

r WP (Pajak MBLB + Opsen Pajak MBLB):
Rp25.000.000,00 = Rp125.000.000,00
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3.3 Perhitungan, Pelaporan dan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

Perhitungan dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan

bersamaan dengan perhitungan dan pelaporan Pajak MBLB. Pembayaran

Opsen Pajak MBLB juga dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak

MBLB untuk kemudian Bank melakukan split payment ke rekening masing-

masing RKUD. Untuk Pajak MBLB akan disetorkan ke RKUD

kabupaten/kota dan Opsen Pajak MBLB akan disetorkan ke RKUD Provinsi,

setelah bank menerima pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB

oleh WP dalam SSPD Pajak MBLB. Selanjutnya WP melaporkan SPTPD
Pajak MBLB termasuk Opsen Pajak MBLB ke Bupati/Wali Kota.

Gambar 8 Proses Pembayaran dan Mekanisme Split Payment
Opsen Pajak MBLB

Perhitungan, Pelaporan dan Pembayaran

- Penghlitungan dan pelaporan Opsen Pajlak MBLB terutang
dilakukan bersamaan dengan penghitungan dan
pelaporan Pajak MBLEB
Pembayaran Opsen Pajak MBLB Jjuga dilakukan
bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLEB untuk
kemudian boank melakukan skt poyrment ke masing-
masing RKUD

laporan SPTPO Pajak -

MBL (termasuk Opsen =3

Pajak MBLE) [ Y )

WAJIB PAJAK BUPATI/WALIKOTA
' Penyetoran

Pajak MBLEB
Pembayaran Pajak RKUD
MBLE & Opsen Pajak Kab. /Kota

MBLB (dalam SSPD
Pajak MBLB)

Penyetoran
Opsen Pajak

MBLEB RKUD
i > Provinsi
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SPTPD memuat secara terpisah besaran Pajak MBLB beserta sanksi
administratifnya dan Opsen Pajak MBLB beserta sanksi administratifnya
juga. Hal ini dilakukan untuk mempermudah petugas pajak dalam proses
administrasi perpajakan. Namun demikian, format SPTPD diserahkan kepada
masing-masing Pemerintah Daerah membuatnya.

Gambar 9 llustrasi Format SPTPD untuk Pajak MBLB dan Opsen
Pajak MBLB

nnnnnnnnnn

b. Penjualan/produksi lain-lain Rp
c. Dasar Pengenaan Pajak (DPF) Rp
d. Pajak MBLE Terutang (20% x DPP) Rp
e. Pajak MBLB Kurang atau Lebih Bayar Rp
f. Sanksi Administrasi Pajak MELB Rp
g- Jumlah Paiak MELE yang Dibayar Ro.
h. Opsen Pajak MBLE (25% x Pajak MBLB Terutang) Ro
i. Sanksi Administrasi Opsen MBLE Ro
J- Jumlah Opsen Pajak MELB yang Dibavar Ro
k. Data Pendukung Lampiran *)

3.4 Penagihan dan Pengembalian Kembali Opsen Pajak MBLB

Bupati/Wali Kota melakukan penagihan Opsen Pajak MBLB
bersamaan dengan penagihan Pajak MBLB beserta sanksi administratifnya.
Penagihan dilakukan apabila WP tidak melakukan pembayaran Pajak MBLB
dan Opsen Pajak MBLB. Penagihan dilakukan berdasarkan ketentuan
penagihan  pajak daerah. Setelah  Bupati/Wali  Kota  melakukan
penagihan, WP melakukan penyetoran atas penagihan kepada Bupati/Wali
Kota. Atas penyetoran tersebut, Bupati /Wali Kota penyetorkan bagian Opsen
Pajak MBLB ke RKUD Provinsi paling lama 3 hari kerja.
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Gambar 10 Penagihan Opsen Pajak MBLB

Penagihan Yang Belum di Bayar Langsung

Bupati/Walikota melakukan Penagihan Opsen Pajak MBLB bersamaan dengan
Penagihan Pajak MBLB beserta sanksi administratifnya.

I Penagihan apabila Wajib Pajak tidak l
melakukan pembayaran Pajak MBLB dan H
Y Opsen MBLB n =
= Penagihan dilakukan berdasarkan ketentuan e "
0 penagihan pajakdaerah
BUPATI/WALIKOTA WAJIB PAJAK
Penyetoran atas penagihan yvangdilakukan oleh
Bupati/Walikota

Penyetoran bagian Opsen Pajak MBLB atas penagihan yang dilakukan oleh
Bupati/Walikota (paling lama 3 hari kerja)

RKUD Provinsi

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati/Wali Kota untuk kemudian
memperhitungkan pengembalian kelebihan Opsen Pajak MBLB. Selanjutnya
Bupati/Wali Kota melakukan verifikasi atas permohonan tersebut sesuai
ketentuan pengembalian pajak daerah. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut,
Bupati/Wali Kota menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB dengan Salinan
diserahkan kepada Gubernur paling lambat 3 hari kerja.

Berikutnya Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB
berdasarkan Salinan SKPDLB Pajak MBLB paling lama 3 hari kerja setelah
Salinan SKPDLB Pajak MBLB diterima. Selanjutnya Bupati/Wali Kota
beserta Gubernur melakukan pengembalian ke WP maksimal 2 bulan sejak
SKPDLB diterbitkan.
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Gambar 11 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

Pengembalian Kelebihan

WP mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran Pajok MBLB
kepada Bupati/walikota untuk kemudian memperhitungkan
pengembalian Opsen Pajak MBLB

I Permohonan pengembalian kelebihan ‘
pembayaran Pajak MBLB, termasuk
H memperhitungkan Opsennya ‘

O <>

WAJIB PAJAK VBUPATI/WALIKQT/:A |

ermm esua i

t pengembalian pajak daera

Pengembalian ke WP Maks 2 Bulan
setelah SKPDLB terbit

o ! @ | e |

Berdasarkan
SKPDLB salinan SKPDLB ﬁ

OFSEN | Pajok MBLB . Salinan diserahkan
PAJAK MELEB = ) 0 paling lambat
Paling lambat 3 harl kerja seteloh dtalty

Salinan SKPDLA Pajak MBLE diterimo
GUBERNUR
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PERSIAPAN IMPLEMENTASI OPJEK PAJAK DAERAH

4.1 Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Daerah

Sinergi merupakan salah satu kunci untuk membantu peningkatan
penerimaan pajak opsen. Jika penerimaan pajak utama (PKB, BBNKB dan
MBLB) naik, maka secara otomatis penerimaan opsen dari masing-
masing pajak tersebut juga naik, sehingga sinergi dari pemerintah
provinsi dan kabupaten/kota merupakan hal yang perlu didorong.
Contohnya, dalam pendanaan kegiatan pemungutan pajak PKB pemda
provinsi dan pemkab/pemkot dapat bersinergi atas biaya-biaya (cost
sharing) yang muncul sehingga dapat menekan biaya untuk penerimaan
pajak PKB dan opsennya yang lebih optimal. Namun demikian porsi
pendanaan masing-masing pemda agar dianggarkan dalam APBD
masing-masing.

Gambar 12 Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Daerah

SINERGI PEMUNGUTAN
f A o TN
Peaiskin PROVINGI | !
o Ry

P Open P8 :
BNKE + Opsen BEAKS :  PIHAK TERKAIT e
IR b VLS RABIKOTA £ o sanser e

\ Dsh. j

Dalam hal diperlukan, sinergi dapat diatur lebih lanjut melalui
Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Selain berbagi pendanaan, dalam pelaksanaan pemungutan opsen,
pemrov/pemkab/pemkot juga dapat berbagi peran (role sharing). Berikut
beberapa contoh terkait:
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a. Provinsi
1) Database dan Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor.
2) Sistem Pembayaran PKB Dan BBNKB.
3) Layanan Samsat Induk, Samsat Keliling, dan Outlet.
4) Kebijakan Teknis Pengelolaan PKB dan BBNKB.
5) Edukasi, Penagihan, Penerapan Sanksi PKB dan BBNKB.
b. Kabupaten/Kota
1) Profiling data potensi PKB dan BBNKB didukung adanya database

Opsen.

2) Pendataan dan penagihan bersama terhadap tunggakan Pajak

Daerah.

3) Perluasan layanan Samsat.
4) Perluasan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
5) Membantu penagihan, serta penguatan penerapan sanksi PKB dan

BBNKB melalui peran serta perangkat daerah.

Database terkait jumlah kendaraan yang menunggak PKB sangat
penting dalam rangka menggali dan meningkatkan PKB. Saat ini tingkat
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih rendah. Peningkatan jumlah
kendaraan bermotor tidak berbanding lurus dengan kepatuhan pembayaran
PKB. Berdasarkan data dari PT. Jasa Raharja, sampai dengan September
2023, tercatat terdapat 53,23 juta (50,44%) kendaraan yang belum melakukan
pembayaran PKB atau sebesar 47,38 juta (49,56%). Kebijakan Opsen PKB
dan penghapusan BBNKB kedua diharapkan dapat menekan gap antara
realisasi PKB dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang cukup tinggi,
melalui keterlibatan aktif kabupaten/kota, sehingga dalam jangka menengah -
panjang akan berdampak siginifikan terhadap peningkatan PAD, baik provinsi
maupun kabupaten/kota.

Sementara itu berdasarkan data sementara, untuk realisasi penerimaan
pajak MBLB sepanjang TA 2025 tercatat sebesar 843,4 miliar, dan realisasi
penerimaan Opsen Pajak MBLB sebesar 110,8 miliar atau 13,14 persen dari
realisasi penerimaan Pajak MBLB. Capaian ini menunjukkan kontribusi awal
yang cukup signifikan dari kebijakan opsen, sekaligus menjadi dasar untuk
optimalisasi ke depan. Dengan pengelolaan yang tepat, opsen MBLB dapat
menjadi instrumen fiskal yang mendukung pembangunan daerah secara

berkelanjutan.
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4.2 Penyiapan Implementasi Pemungutan Opsen Pajak Daerah
Dalam rangka implementasi pemungutan Opsen Pajak Daerah yang

mulai tanggal 5 Januari 2025 sesuai dengan ketentuan peralihan UU HKPD,
baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintan Daerah perlu bersinergi dan
melakukan persiapan antara lain:
a. Pemerintah Pusat
1) Penguatan Dasar Hukum
Perpres Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem
Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor telah
dilakukan perubahan dengan terbitnya Perpres Nomor 4 tahun 2025.
Perpres Nomor 4 Tahun 2025 telah disesuaikan dengan UU HKPD dan
PP KUPDRD dengan memasukan Opsen PKB dan Opsen BBNKB
serta menyelaraskan tahapan prosedur pelayanan Samsat yaitu,
pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pembayaran kendaraan
bermotor.
2) Sosialisasi Kebijakan
Sosialisasi  kebijakan  khususnya  implementasi Opsen Pajak
Daerah dilakukan dengan mengundang instansi terkait baik dari
pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
3) Koordinasi dan Fasilitasi/Pendampingan
Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri selalu
berkoordinasi untuk memberikan pendampingan kepada Pemda.

b. Pemerintah Daerah

1) Penguatan Payung Hukum
Dalam implementasi Opsen Pajak Daerah, Pemda baik provinsi
maupun kabupaten/kota perlu menyiapkan Peraturan Daerah tentang
PDRD dan peraturan turunannya yaitu Perkada mengenai tata cara
pemungutan dan sinergi Opsen.

2) Koordinasi Penyiapan dengan Pihak Terkait
Perlu adanya koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota termasuk
untuk kesepakatan sinergi yang dapat dituangkan dalam MoU atau
PKS. Selain itu perlu dilakukan koordinasi dengan pihak perbankan
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3)

4)

untuk menyiapkan sistem penyetoran dan split payment dan juga perlu

dilakukan koordinasi dengan kepolisian.

Penyiapan dan Peningkatan Kualitas Administrasi

Penyiapan dan peningkatan kualitas administrasi dilakukan melalui:

e Penyiapan kelembagaan/organisasi.

e Peningkatan kapasitas SDM, terkait pendataan dan pelaksanaan
proses bisnis lainnya.

¢ Digitalisasi sistem dan pembangunan interkoneksi data.

e Penyiapan petunjuk teknis (juknis), alur proses bisnis/SOP terkait
pendataan, pemungutan, pencatatan, penagihan, restitusi,
rekonsiliasi, dan lain-lain.

¢ Piloting/simulasi sistem dan prosedur.

Komunikasi Publik

Salah satu hal yang perlu disiapkan Pemda dan merupakan bagian yang

sangat penting yaitu komunikasi publik, dimana dapat dilakukan

melalui:

e Penyiapan strategi komunikasi publik.

e Sosialisasi kebijakan dan prosedur Opsen.

e Penyiapan literasi masyarakat.

Pemanfaatan media sosial (FB, IG, Twitter, dll) dan media elektronik

(radio dan televisi) yang dimiliki oleh Pemda akan sangat membantu

dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Pemda juga perlu pula

menyiapkan dan melaksanakan mitigasi atas berbagai indikasi isu
dampak implementasi, dengan melalui komunikasi publik yang baik
untuk mencegah gejolak di masyarakat.

32




OPSEN PAJAK DAERAH

PELAKSANAAN IMPLEMENTASI OPSEN PAJAK DAERAH

5.1 Implementasi Opsen Pajak Daerah

Dalam penjelasan UU HKPD, Pemerintah memberikan kewenangan
pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota,
yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya
merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota. Hal
tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah
beban Wajib Pajak.

Berdasarkan data Perda PDRD yang telah ditetapkan oleh masing-masing
Pemerintah Daerah Provinsi terdapat beberapa daerah yang mengalami kenaikan
tarif efektif sejak pelaksanaan Opsen Pajak Daerah. Bagi daerah yang mengalami
kenaikan tarif efektif PKB/BBNKB diharapkan dapat dilakukan langkah mitigasi.
Salah satu alternatif yang dapat diaplikasikan oleh Pemda adalah dengan
memberikan insentif fiskal sesuai amanat Pasal 101 UU HKPD, vyaitu berupa
pengurangan PKB, BBNKB, dan opsen yang menjadi beban Wajib Pajak. Adapun
insentif tersebut dilaksanakan dalam timeline tertentu dan dapat disesuaikan secara
bertahap memperhatikan kondisi perekonomian guna menjaga beban Wajib Pajak
dalam rangka implementasi kebijakan opsen PKB dan opsen BBNKB.

Opsen MBLB menjadi instrumen penting dalam mendorong peran serta
Pemerintah Provinsi dalam pengawasan dan pengelolaan sektor pertambangan
mineral bukan logam dan batuan, yang selama ini menjadi domain utama
kabupaten/kota. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

5.2 Perpres Samsat Kendaraan Bermotor

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi
Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor telah ditetapkan untuk mengakomodasi
penyesuaian pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (Opsen
PKB dan Opsen BBNKB) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h dan
huruf i UU HKPD. Selain itu, perubahan dilakukan untuk penyempurnaan terhadap
proses bisnis penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat)
kendaraan bermotor.
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Penyempurnaan tahapan prosedur pelayanan kesamsatan yaitu sebagai berikut:

Tahapan Prosedur Kesamsatan

Perpres 5 Tahun 2015 Perpres 4 Tahun 2025

® o0 oo

. penerbitan SKKP;

. pencetakan dan pengesahan;

pendaftaran; identifikasi dan verifikasi;
penerbitan SKKP;

penerimaan pembayaran;
pendaftaran, pencetakan, dan
penghimpunan dan penggabungan pengesahan;

serta penyerahan; dan e. penghimpunan dan penggabungan
pengarsipan. serta penyerahan; dan

f. pengarsipan.

penerimaan pembayaran;

oo o

Prosedur pelayanan Samsat tersebut dilakukan melalui loket yang terdiri atas:
loket identifikasi dan verifikasi

1) pemberian formulir SPRKB kepada pemilik Ranmor;

2) penerimaan permohonan pendaftaran Regident Ranmor;

3) penelitian, verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan
Regident Ranmor; dan

4) pendataan Regident Ranmor.

loket pembayaran dan penyerahan

Pelayanan penerimaan pembayaran dari petugas yang ditunjuk disalurkan
kepada:

1) bendahara Polri untuk penerimaan pembayaran besaran biaya administrasi
STNK, TNKB, dan/atau NRKB pilihan;

2) bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah provinsi yang
melaksanakan pemungutan pajak provinsi untuk besaran PKB dan BBNKB;

3) bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah kabupaten/kota yang
melaksanakan pengelolaan penerimaan pajak kabupaten/kota untuk besaran
Opsen PKB dan Opsen BBNKB; dan/atau

4) bendahara Badan Usaha untuk penerimaan besaran SWDKLLJ.

Penyaluran penerimaan pembayaran dilakukan dengan mekanisme setoran yang

dipisahkan secara langsung atau otomatis.

34




OPSEN PAJAK DAERAH

Dalam Perpres yang baru juga mengatur Pemerintah Daerah Provinsi wajib
bersinergi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi
pemungutan PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan/atau Opsen BBNKB untuk
mewujudkan penyelenggaraan Samsat secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan
cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan inovatif. Selain itu, mengatur tentang
spesifikasi teknis administrasi terpadu (formulir SPRKB, TBPKP; dan SKKP) dapat
dilakukan secara digital yang ditetapkan dengan Keputusan Pembina Samsat tingkat
nasional.

Sesuai Pasal 31 Perpres 4 Tahun 2025 mengamanatkan untuk penyelenggaraan
samsat yang didukung dengan sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi
dengan satu data (Pemda, Jasa Raharja dan Kepolisian). Sistem informasi dan
komunikasi Samsat tersebut berisi data dan informasi antara lain kendaraan
bermotor dan pemilik, penerimaan PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan/atau Opsen
BBNKB, dan SWDKLJJ.
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PERTANYAAN YANG SERING MUNCUL SEPUTAR OPSEN

Pertanyaan yang sering muncul seputar modul opsen ini disusun untuk memberikan
penjelasan terkait pertanyaan umum untuk mendorong pemahaman dan pelaksanaan
yang optimal bagi pembaca. Daftar pertanyaan dihimpun dari berbagai sumber,
termasuk kegiatan sosialisasi, Focus Group Discussion (FGD), bimbingan teknis,
layanan call center DJPK, serta masukan lainnya yang relevan.

6.1 Opsen PKB DAN Opsen BBNKB

1. Pertanyaan:

Apakah tujuan dilakukan perubahan terhadap kebijakan PKB dan BBNKB dari

mekanisme bagi hasil penerimaan pajak provinsi ke kabupaten/kota menjadi

opsen?

Penjelasan:

Salah satu permasalahan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota adalah

adanya keterlambatan diterimanya bagian kabupaten/kota dari provinsi. Hal ini

karena kebijakan penyaluran bagi hasil masing-masing Pemerintah Provinsi

berbeda-beda, ada yang secara periodik per bulan, triwulan, bahkan ada yang

periodisasinya lebih panjang. Oleh karena itu, perubahan kebijakan dari semula

bagi hasil menjadi mekanisme Opsen dilaksanakan dengan tujuan untuk:

a. Mempercepat penerimaan bagian kabupaten/kota atas bagian PKB dan
BBNKB yang selama ini dibagi-hasilkan secara periodik oleh provinsi.

b. Memperkuat sumber penerimaan kabupaten/kota.

c. Memperbaiki postur APBD kabupaten/kota dan penurunan belanja
mandatory bagi provinsi.

d. Mendorong sinergi pemungutan dan pengawasan pajak antara provinsi dan
kabupaten/kota lebih baik dan efektif.

2. Pertanyaan:
Apa keunggulan kebijakan Opsen Pajak Daerah dibandingkan dengan
mekanisme bagi hasil pajak provinsi ke kabupaten/kota sebagaimana kebijakan
sebelumnya?
Penjelasan:

Lihat penjelasan pada pertanyaan #1
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3. Pertanyaan:
Bagaimana mekanisme pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB?
Penjelasan:
Mekanisme pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB mengikuti ketentuan
yang diatur dalam UU HKPD, PP KUPDRD, Perkada provinsi wilayah daerah
setempat, Peraturan Daerah tentang PDRD dan Perkada kabupaten/kota
setempat. Adapun pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB singkatnya
sebagai berikut:

a.

WP Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB merupakan WP PKB dan/atau
Opsen BBNKB. Adapun, WP PKB adalah orang pribadi atau badan yang
memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, sedangkan WP BBNKB
adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan
bermotor.

Saat terutang Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB vyaitu pada saat
terutangnya PKB dan/atau BBNKB. Adapun, saat terutang PKB adalah pada
saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
Sedangkan, saat terutangnya BBNKB adalah saat terjadinya penyerahan
pertama Kendaraan Bermotor.

Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB dipungut di wilayah Daerah tempat
kendaraan bermotor terdaftar.

. Tarif Opsen PKB maupun opsen BBNKB, masing-masing sebesar 66% dari

PKB dan/atau BBNKB terutang.

SKPD Opsen PKB atau SKPD Opsen BBNKB ditetapkan oleh Gubernur dan
dicantumkan di dalam SKPD PKB atau SKPD BBNKB. Berdasarkan Pasal
108 ayat (3) PP KUPDRD, SKPD dan SSPD untuk Opsen PKB dan Opsen
BBNKB dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi
manunggal satu atap (Samsat) kendaraan bermotor. Besaran Opsen
PKB/BBNKB terutang akan tertera dalam SKPD.

Opsen PKB/BBNKB (menambah baris dalam SKKP) sehingga Opsen PKB
dan BBNKB dibayarkan bersamaan dengan PKB dan BBNKB untuk
kemudian Bank melakukan split payment ke masing-masing rekening.
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g. WP Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar pajak terutang menggunakan
SSPD Dberdasarkan SKPD vyang telah ditetapkan. Berdasarkan Perpres
Samsat, TBPKP berfungsi sebagai SSPD.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen PKB dan Opsen

BBNKB dan bentuk sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam

iImplementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan PKB, Opsen

PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB, diatur dalam Perkada provinsi kabupaten /

kota tersebut berada.

4. Pertanyaan:
Dalam mekanisme pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, apakah setiap
hari akan ada pelimpahan dana dari RKUD provinsi ke RKUD kabupaten/kota?
Penjelasan:
Penyetoran Opsen PKB dan/atau BBNKB dilakukan bersamaan dengan
penyetoran PKB dan/atau BBNKB, untuk kemudian bank melakukan split
payment ke masing-masing rekening sebagai berikut:
1) Penyetoran PKB dan/atau BBNKB ke RKUD Provinsi.
2) Penyetoran Biaya Administrasi STNK dan/atau TNKB sebagai PNBP ke

RKUN.

3) Penyetoran SWDKLLJ ke rekening Jasa Raharja.
4) Penyetoran Opsen PKB dan/atau BBNKB ke RKUD kabupaten/kota.

5. Pertanyaan:
Bagaimana mekanisme proses rekonsiliasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB?
Penjelasan:
Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 PP KUPDRD, bahwa rekonsiliasi atas data
penerimaan PKB, Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB dilakukan oleh
Gubernur, Bupati/Wali Kota dan bank tempat pembayaran pajak tersebut setiap
triwulan. Rekonsiliasi tersebut paling sedikit membandingkan data:
a. SKPD;
b. SSPD;
c. Rekening koran bank; dan
d. Dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran pajak dan pengembalian

kelebihan pembayaran pajak.
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6. Pertanyaan:
Apakah dalam rangka penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, daerah diberi
keleluasaan tarif sesuai kondisi dengan daerahnya masing - masing?
Penjelasan:
Sesuai dengan Pasal 83 UU HKPD, tarif Opsen Pajak Daerah (termasuk Opsen
PKB dan Opsen BBNKB) sudah ditentukan (tetap), sebagai berikut:
a. Opsen PKB sebesar 66%; dan
b. Opsen BBNKB sebesar 66%.
dihitung dari besaran Pajak terutang.

/. Pertanyaan:
Bagaimana cara perhitungan opsen PKB dan Opsen BBNKB?
Penjelasan:
Sesuai dengan Pasal 83 UU HKPD, tarif Opsen PKB dan Opsen BBNKB
ditetapkan sebesar 66% dari besaran pajak terutangnya. Hal ini berarti
pembayaran opsen PKB dihitung dengan mengalikan tarif 66% dengan besaran
PKB terutang. Adapun pembayaran  opsen BBNKB dihitung dengan
mengalikan tarif 66% dengan besaran BBNKB terutangnya.

llustrasi perhitungannya dapat dilihat pada halaman #15

8. Pertanyaan:
Sejauh mana Opsen PKB dan Opsen BBNKB dapat meningkatkan PAD?
Penjelasan:
Opsen Pajak Daerah, termasuk Opsen PKB dan Opsen BBNKB, merupakan
perluasan basis pajak daerah yang diatur dalam UU HKPD yang salah satu
tujuannya untuk meningkatkan sinergi antar level pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota. Dengan adanya sinergi pemungutan dan pengawasan
melalui peningkatan peran kabupaten/kota dalam pemungutan PKB dan BBNKB
serta peran provinsi dalam pemungutan Pajak MBLB, Pemda dapat
mengoptimalkan pendapatannya.
Berdasarakan data PT. Jasa Raharja pada tahun 2023 jumlah kendaraan bermotor
yang seharusnya membayar PKB sebesar 110.871.255, sementara rata-rata
tingkat kepatuhan pembayaran PKB sampai dengan September 2023 sekitar

52%. Melalui intensifikasi dan ekstensifikasi kebijakan Opsen PKB, pemerintah
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provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat bersinergi, baik dalam
hal peningkatan kepatuhan pembayaran PKB (yang masih outstanding) maupun
untuk optimalisasi penerimaan PKB dan Opsen PKB-nya.

9. Pertanyaan:

Bagaimana perbandingan penerimaan daerah sebelum dan setelah diterapkan

kebijakan Opsen PKB dan Opsen BBNKB?

Penjelasan:

Berikut adalah ilustrasi peningkatan penerimaan daerah menggunakan data tahun

2023 pada salah satu provinsi menggunakan mekanisme bagi hasil dan

mekanisme kebijakan Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

Contoh:

Data Provinsi XX pada tahun 2023:

a. Realisasi PKB sebesar Rp4 T dan Realisasi BBNKB sebesar Rpl T (Total
PKB & BBNKB sebesar Rp5 T)

b. Tarif Perda berdasarkan UU 28/2009 ditetapkan sebesar tarif maksimal,
yaitu PKB 2% dan BBNKB 20%

c. Tarif Perda berdasarkan UU HKPD ditetapkan sebesar tarif maksimal dalam
UU HKPD, yaitu: PKB 1,2% dan BBNKB 12%.

2 = 30% x Total Penerimaan PKB dan BBNKB
=30% xRp5 T
=Rpl5T

a Opsen:

Realisasi PKB/tarif lama PKB
p4 T/ 2%

p200 T

1g = DPP PKB x tarif baru PKB
 =Rp200 T x 1,2%
||=Rp2.4T

L
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6%

BBNKB/tarif lama BBNKB
0%

BBNKB x tarif baru BBNKB
Tx12%

6T

terutang x tarif opsen BBNKB

X 66%

T

BBNKB = Rp1,584 T + Rp0,396 T
il mllmﬂml!lN [ ‘U‘U“~‘~‘ﬁ Rp1,98 T

QA

Dengan demikian, dengan skema Opsen, penerimaan kabupaten/kota meningkat
Rp0,48T dibanding penerimaan dengan skema bagi hasil. Selanjutnya, beban
WP relatif tidak jauh berbeda yaitu:

g + Opsen PKB + Opsen BBNKB
+Rp0,396 T

10. Pertanyaan:
Hal-hal apa yang perlu dipersiapkan dalam penerapan Opsen PKB dan Opsen
BBNKB untuk kabupaten/kota tahun 2025?
Penjelasan:
Sesuai dengan Pasal 191 UU HKPD, Opsen PKB dan Opsen BBNKB wajib
diterapkan pada 5 Januari 2025. Untuk mempersiapkannya, diperlukan
penguatan  koordinasi antara pemerintah  provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota. Lengkapnya, beberapa hal yang perlu dipersiapkan Pemda
sebagai berikut:
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a. Penguatan Payung Hukum, antara lain:
1) Penyiapan Perda PDRD
2) Penyiapan Perkada mengenai tata cara pemungutan dan sinergi Opsen.
b. Koordinasi Penyiapan dengan Pihak Terkait
1) Koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk untuk
kesepakatan sinergi
2) Koordinasi dengan Kepolisian (Samsat)
3) Koordinasi dengan perbankan untuk menyiapkan sistem penyetoran dan
split payment.
c. Penyiapan dan Peningkatan Kualitas Administrasi
1) Penyiapan kelembagaan/organisasi
2) Peningkatan kapasitas SDM, terkait pendataan dan pelaksanaan proses
bisnis lainnya
3) Digitalisasi sistem dan pembangunan interkoneksi data.
4) Penyiapan juknis, alur proses bisnis/SOP (pendataan, pemungutan,
pencatatan, penagihan, restitusi, rekonsiliasi, dll)
5) Piloting/simulasi sistem dan prosedur.
d. Komunikasi Publik
1) Penyiapan strategi komunikasi publik
2) Sosialisasi kebijakan dan prosedur Opsen
3) Penyiapan literasi masyarakat

11. Pertanyaan:
Apakah harus dibuat Perkada untuk mengatur tata cara pelaksanaan Opsen PKB
dan Opsen BBNKB?
Penjelasan:
Sesuai dengan Pasal 113 PP KUPDRD, ketentuan lebih lanjut mengenai
Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara provinsi
dan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada
Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB, diatur dalam
Perkada provinsi di wilayah kabupaten/kota tersebut berada.
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Pertanyaan:

Apakah penganggaran pendapatan Opsen PKB dan opsen BBNKB memerlukan
dokumen informasi/penetapan besaran opsen dari provinsi sebagai dasar
penganggaran  pendapatan opsen PKB dan opsen BBNKB dalam APBD
kabupaten/kota?

Penjelasan:

Penganggaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB dalam APBD kabupaten/kota
harus melihat penganggaran besarnya target penerimaan PKB dan BBNKB yang
ditetapkan oleh Provinsi. Oleh sebab itu, Provinsi sebaiknya dapat
menyampaikan informasi atau penetapan besaran Opsen PKB/BBNKB untuk
masing-masing kabupaten/kota dalam wilayahnya sebagai dasar penyusunan
anggaran dalam APBD.

Pertanyaan:

Bagaimana cara daerah kabupaten/kota memproyeksikan opsen pajak daerah
ketika kemungkinan kedepannya informasi dari provinsi biasanya terbit setelah
Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, mengingat opsen pajak ini masih
baru.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menggunakan proyeksi dengan melihat
realisasi penerimaan PKB (yang telah dirinci per kabupaten/kota) dalam
beberapa tahun terakhir. Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota agar bersinergi
dengan pemerintah provinsi dalam menentukan jumlah yang akan dianggarkan
dalam APBD. Terkait cara memproyeksikan penerimaan opsen pajak daerah
untuk mendapatkan DPP Opsen PKB/BBNKB dapat merujuk kepada penjelasan
pada Pertanyaan #9.

Pertanyaan:

Dengan adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB, pemerintah kabupaten/kota
akan mendapatkan keuntungan dari sisi peningkatan pendapatan maupun
kecepatan bagi hasil penerimaan. Bagaimana bentuk kontribusi yang
pantas/wajib diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam rangka
pemungutan Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB?
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Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 112 PP KUPDRD, bahwa dalam rangka
optimalisasi penerimaan opsen, maka antar level pemerintahan (provinsi dan
kabupaten/kota) perlu bersinergi, baik berupa sinergi pendanaan untuk biaya
yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB,
Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya. Adapun,
ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB
dan bentuk sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan PKB, Opsen
PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB, agar diatur dalam Perkada provinsi di
wilayah kabupaten/kota tersebut berada.

Pertanyaan:

Apakah kesepakatan cost sharing Opsen PKB dan Opsen BBNKB menjadi
ruang lingkup PKS?

Penjelasan:

Kesepakatan cost sharing Opsen (termasuk Open PKB dan Opsen BBNKB)
merupakan salah satu bentuk sinergi pemungutan dalam rangka optimalisasi
penerimaan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB. Berdasarkan
ketentuan Pasal 113 PP KUPDRD bahwa kesepakatan mengenai sinergi
pendanaan diatur dalam Perkada. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 115
PP KUPDRD bahwa dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, Pemda
dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan pajak dengan
Pemerintah, Pemda lain, dan/atau pihak ketiga. Dalam hal diperlukan, bentuk
kegiatan dalam lingkup cost sharing opsen yang berkaitan dengan upaya
optimalisasi penerimaan, seperti misalnya pengawasan WP bersama,
peningkatan layanan, jasa layanan pembayaran dengan pihak ketiga, dapat
menjadi lingkup PKS.

Pertanyaan:

Apakah cost sharing dalam sinergi pendanaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB
dapat diambil dari dana Opsen Pajak Daerah?

Penjelasan:

Sinergi pendanaan yang memuat cost sharing dalam rangka optimalisasi

pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB dapat diambil dari
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dana Opsen Pajak Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (1) PP
KUPDRD bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk sinergi antara
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam implementasi
kebijakan yang berdampak pada pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan
Opsen BBNKB, diatur dalam Perkada provinsi di wilayah kabupaten/kota
tersebut berada. Hal tersebut dengan tetap mempertimbangkan pemenuhan
belanja wajib terkait penerimaan pajak yang telah ditentukan penggunaannya
sebagaimana ketentuan Pasal 86 UU HKPD dan harus dicatat dalam APBD
masing-masing pemerintah daerah.

Pertanyaan:

Apakah proses penagihan PKB dan Opsen PKB juga memperhitungkan sanksi
administratifnya?

Penjelasan:

Ketentuan Pasal 108 PP KUPDRD mengatur bahwa pembayaran Opsen PKB
dan Opsen BBNKB ke RKUD kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan
pembayaran PKB dan BBNKB ke RKUD provinsi. Dalam hal pembayaran tidak
dilakukan olen WP, gubernur melakukan tindakan penagihan atas pajak yang
belum dibayarkan serta sanksi adminitratif yang timbul (termasuk penagihan
sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB).

Pertanyaan:

Bagaimanakah cara perhitungan sanksi administratif dengan kondisi sebagai

berikut:

Jatuh Tempo Pembayaran PKB tanggal 10 Maret 2025, WP melakukan

pembayaran 10 Juli 2025. Pengenaan sanksi administratif yang berlaku pada

Provinsi X sebesar 1% perbulan, bagaimana perhitungan sanksi

administratifnya? Diketahui PKB terutang sebesar Rp100.000,-

Penjelasan:

a. Ketentuan Pasal 59 ayat (7) PP KUPDRD mengatur bahwa dalam hal WP
tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, WP dikenai sanksi
administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan dari Pajak terutang yang
tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.
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b. Ketentuan Pasal 108 PP KUPDRD mengatur bahwa pembayaran Opsen PKB
dan Opsen BBNKB ke kas daerah kabupaten/kota dilakukan bersamaan
dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke RKUD provinsi. Dalam hal
pembayaran tidak dilakukan oleh WP, gubernur melakukan tindakan
penagihan atas pajak yang belum dibayarkan serta sanksi adminitratif yang
timbul (termasuk penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau
Opsen BBNKB).

c. Dari kasus di atas perhitungan sanksi administratif sebagai berikut:

1) Pokok Pajak terutang:
e PKB terutang sebesar Rp100.000,00
e Opsen PKB terutang = 66% x Rp100.000,00

= Rp66.000,00

2) Jatuh Tempo PKB tanggal 10 Maret 2025, WP melakukan pembayaran 10
Juli 2025, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran selama 4 bulan dan
dikenai sanksi administratif berupa bunga 1% per bulan, sehingga sanksi
yang dikenakan adalah sebagai berikut:
e PKB, sanksi bunga = 1% x 4 bulan x Rp100.000,00

= Rp4.000,00
e Opsen PKB, sanksi bunga = 1% x 4 bulan x Rp66.000,00
= Rp2.640,00.

19. Pertanyaan:
Berdasarkan UU HKPD dan PP KUPDRD, kapan PKB bisa diterbitkan STPD
kepada WP?
Penjelasan:
Dalam ketentuan penutup UU HKPD, Pasal 191 ayat (1), diatur bahwa:
“Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB,
dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini mulai
berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang
ini.” Maka, ketentuan terkait PKB yang mengacu pada UU HKPD baru berlaku
mulai 5 Januari 2025. Untuk itu, PKB yang terutang sejak 5 Januari 2025
pemungutannya masih mengacu pada UU 28 Tahun 2009 beserta PP turunannya
yaitu PP 55 Tahun 2016. Sedangkan, setelah tanggal 5 Januari 2025:
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a. Apabila terdapat WP PKB yang tidak mendaftarkan diri sehingga tidak
membayar PKB, maka sesuai ketentuan Pasal 56 PP KUPDRD:

1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau
dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan
berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

2) Pajak terutang ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya
Pajak.

3) Khusus untuk PKB, penetapan Pajak terutang juga termasuk sanksi
administrative (sesuai Pasal 56 ayat (5) PP KUPDRD).

b. Sesuai Pasal 78 PP KUPDRD, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
dapat menerbitkan STPD untuk PKB dalam hal Pajak terutang dalam SKPD
yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.

c. Selanjutnya, sesuai Pasal 79 PP KUPDRD, Utang Pajak sebagaimana
tercantum dalam SKPD merupakan dasar Penagihan Pajak Daerah. Dalam
hal dasar Penagihan Pajak tersebut tidak dilunasi setelah jatuh tempo
pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

20.Pertanyaan:

Contoh Kasus

Sdr. Agung Santoso memiliki sebuah Motor baru merk Honda yang dibeli pada
tanggal 10 Februari 2023 di Kabupaten B di wilayah Provinsi X. Dia belum
membayar PKB untuk Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta akan membayar PKB
pada tanggal 10 Februari 2026. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah
memperhitungkan bobot) sebesar Rp20.000.000,00 sebagaimana diatur dalam
lampiran Permendagri yang mengatur mengenai DPP PKB dan BBNKB. DPP
(NJKB) diasumsikan tetap pada 2024-2026. Tarif PKB dalam Peraturan Daerah
PDRD lama (sesuai UU No. 28 Tahun 2009) sebesar 1,5%, sedangkan tarif PKB
dalam Peraturan Daerah PDRD baru (sesuai UU HKPD) sebesar 1%. Tarif
Opsen PKB adalah sebesar 66%. Berapakah total PKB terutang yang harus
dibayar oleh Sdr. Agung Santoso pada tanggal 10 Februari 2026?
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Penjelasan:

Ringkasan data atas kasus di atas:

DPP 2024-2026 | Tarif PKB | Tarif PKB Tarif Denda Denda
(Rp) lama (%) | baru (%) | Opsen (%) | Lama (%) | Baru (%)
20.000.0000 1,5 1 66 2 1
Linimasa dan Detail Perhitungan:
10 Feb 2023 10 Feb 2024 10 Feb 2025 10 Feb 2026
@ ® ® @
Pembelian Belum Bayar Belum Bayar Pembayaran
PKB terutang (2024) PKB terutang (2024) = Rp300.000

= Rp20jt x 1,5% = Rp300.000 Sanksi = 2% x 24 x Rp300rb = Rp144.000

Pokok + Sanksi = Rp444,000
PKB terutang {2025) PKB terutang (2025) = Rp200.000
% . % Sanksi = 1% x 12 x Rp200rb =Rp 24.000
Rp2fjtx 1= Rp200.000 Pokok + Sanksi = Rp224.000

Opsen PKB terutang Opsen PKB terutang (2025) =Rp132.000

(2025) Sanksi=1% x12xRp132rb =Rp 15.840
= Rp200rb x 66% = Pokok + sanksi = Rp147.840
Rp132.000

PKB terutang (2026):
= Rp20ijt x 1% = Rp200.000

Opsen PKB terutang (2026):
= Rp200rb x 66% = Rp132.000

Total Pembayaran = Rp1.147.840

Total PKB dan Opsen PKB terutang yang harus dibayar oleh Sdr.Agung Santoso
pada tanggal 10 Februari 2026 adalah sebesar Rp1.147.840,00.

21.Pertanyaan:
Terkait kewenangan Opsen PKB dan Opsen BBNKB bagi pemerintah
kabupaten/kota apakah juga termasuk hak untuk mendapatkan insentif
pemungutan tersebut bagi pemungut di tingkat kabupaten/kota?
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Penjelasan:

a. Pasal 104 UU HKPD mengatur bahwa pemberian insentif pemungutan PDRD
diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan PDRD atas dasar pencapaian
Kinerja tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a PP 69/2010 mengatur bahwa insentif secara
proporsional dibayarkan kepada pejabat dan pegawai instansi pelaksana
pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

c. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemungutan, sesuai ketentuan
dalam Pasal 1 angka 54 pada Ketentuan Umum PP KUPDRD, diatur bahwa
pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada WP serta pengawasan penyetorannya.

d. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam hal Pemerintah kabupaten/kota telah
melaksanakan rangkaian kegiatan pemungutan sesuai ketentuan dalam PP
KUPDRD, maka pemerintah kabupaten/kota dapat menerima insentif atas
pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

e. Adapun, dalam pelaksanaan pemberian insentif kepada pejabat/pegawai tetap
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur
Sipil Negara.

22. Pertanyaan:
Kegiatan apa saja yang diperbolehkan dari belanja earmark dari Opsen PKB
sebesar 10%.
Penjelasan:
Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) PP KUPDRD bahwa hasil penerimaan PKB dan
Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% untuk pembangunan dan/atau
pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
Adapun, bentuk pemenuhan belanja wajib tersebut dalam bentuk pemenuhan
tagging earmarking belanja daerah. Mengenai ketentuan lebih lanjut atas
pemenuhan belanja wajib dari penerimaan pajak daerah tersebut diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang
Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer Ke
Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
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Sedangkan, untuk rincian kegiatan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 42/KM.7/2024 tentang Perubahan atas KMK
Noomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil
Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk
Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah. Terdapat 87 sub kegiatan yang dapat dipilih oleh Pemda untuk
menganggarkan pemenuhan belanja wajib dalam anggaran pendapatan dan
belanja daerah dari hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB.

Pertanyaan:

Bagaimana bagi hasil pajak ke desa dari Opsen Pajak Daerah?

Penjelasan:

Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur
bahwa pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan
retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi
penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Sebagai catatan, PP
43 Tahun 2014 saat ini sedang dalam proses revisi, untuk selanjutnya pemda
agar dapat merujuk kepada PP perubahan tersebut.

Pertanyaan:
Tantangan apa yang perlu dicermati Pemda dalam pelaksanaan Opsen PKB dan
Opsen BBNKB serta bagaimana penyelesaiannya?
Penjelasan:
Dalam rangka implementasi pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai
5 Januari 2025 (sesuai ketentuan peralihan UU HKPD) baik pemerintah pusat
maupun Pemda perlu bersinergi dalam penyiapannya. Adapun, yang perlu
dicermati oleh Pemda utamanya adalah terkait keterbatasan waktu dalam
penyiapan implementasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang harus
dilaksanakan sebelum 5 Januari 2025, diantaranya meliputi:
a. Penguatan Payung Hukum, antara lain:

1) Penyiapan Peraturan Daerah PDRD.

2) Penyiapan Perkada mengenai tata cara pemungutan dan sinergi Opsen.
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b. Koordinasi Penyiapan dengan Pihak Terkait
1) Koordinasi antara Provinsi dan kabupaten/kota, termasuk untuk
kesepakatan sinergi.
2) Koordinasi dengan Kepolisian (Samsat).
3) Koordinasi dengan perbankan untuk menyiapkan sistem penyetoran dan
split payment.
c. Penyiapan dan Peningkatan Kualitas Administrasi
1) Penyiapan kelembagaan/organisasi
2) Peningkatan kapasitas SDM, terkait pendataan dan pelaksanaan proses
bisnis lainnya.
3) Digitalisasi sistem dan pembangunan interkoneksi data.
4) Penyiapan juknis, alur proses bisnis/SOP (pendataan, pemungutan,
pencatatan, penagihan, restitusi, rekonsiliasi, dll)
5) Piloting/simulasi sistem dan prosedur.
d. Komunikasi Publik
1) Penyiapan strategi komunikasi publik.
2) Sosialisasi kebijakan dan prosedur Opsen.
3) Penyiapan literasi masyarakat.

25. Pertanyaan:
Apakah terdapat penambahan biaya atas pembayaran PKB yang berdampak
menambah beban masyarakat? Apakah dengan adanya Opsen PKB maksudnya
PKB jadi naik 66%?
Penjelasan:
Kebijakan Opsen PKB dan Opsen BBNKB merupakan perubahan mekanisme
dari semula skema bagi hasil dari provinsi ke kabupaten/kota menjadi metode
direct split/pembagian langsung. Arah kebijakan UU HKPD dalam
implementasi Opsen Pajak Daerah, termasuk Opsen PKB, adalah dengan tetap
memperhatikan beban Wajib Pajak (WP). Dalam hal ini, untuk mengakomodir
kebijakan opsen, ketentuan tarif maksimal PKB dalam UU HKPD diturunkan
dibandingkan tarif maksimal sebelumnya dalam UU PDRD (UU Nomor 28
Tahun 2009), yaitu dari semula 2% menjadi 1,2%. Besaran PKB ini merupakan
bagian pajak provinsi.
Adapun penghitungan besaran Opsen PKB dilakukan dengan cara mengalikan
tarif Opsen sebesar 66% dengan besaran PKB terutang, bukan mengalikannya
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dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Dengan demikian, apabila tarif
PKB yang digunakan merupakan tarif maksimal sebesar 1,2%, maka Opsen PKB
setara dengan 0,792% (yaitu 66% dari 1,2%). Besaran Opsen PKB ini menjadi
bagian pajak kabupaten/kota.

Dengan demikian, dalam hal Pemda menerapkan tarif maksimal, maka total
beban pajak yang dibayarkan oleh WP menjadi sebesar 1,992% (yaitu PKB 1,2%
ditambah Opsen 0,792%), sehingga total beban pajak tersebut setara atau tidak
terdapat kenaikan dibandingkan beban pajak WP sebelumnya, yaitu maksimal
2%.

Namun demikian, variasi di daerah mungkin terjadi. Daerah yang sebelumnya
tidak menetapkan tarif PKB maksimal dalam Perda lama dan kemudian
menetapkan tarif PKB maksimal dalam Perda baru, maka tarif efektif PKB-nya
(setelah memperhitungkan opsen) dapat mengalami kenaikan dan sebaliknya
dapat pula mengalami penurunan. Terkait hal tersebut, Pemerintah telah
menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan
terkait Penerapan PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, sebagai
pedoman untuk keseragaman langkah pemerintah daerah guna menjaga beban
WP dalam rangka implementasi kebijakan Opsen PKB dan Opsen BBNKB di
masa awal.

Pertanyaan:
Apakah ada biaya dari proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bekas?
Penjelasan:
Terdapat perubahan signifikan terkait BBNKB yang akan berlaku mulai tahun
2025 dalm UU HKPD. Berikut poin-poin pentingnya:
1) Penghapusan BBNKB untuk Kendaraan Bekas:
BBNKB untuk kendaraan bekas dihapuskan saat melakukan balik nama
kendaraan bekas.
2) Biaya Lain yang Tetap Berlaku:
Meskipun BBNKB dihapuskan, perlu diketahui bahwa biaya lain terkait
proses balik nama kendaraan bekas tetap berlaku.
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Pertanyaan:

Bagaimana kebijakan terkait penghapusan tarif Pajak Progresif pada Opsen PKB
dan BBNKB?

Penjelasan:

UU HKPD mengatur mengenai tarif progresif PKB diatur dalam Perda. Tarif
progresif ini diterapkan berdasarkan jumlah kendaraan yang dimiliki oleh wajib
pajak.

Pasal 10 ayat (1) huruf b UU HKPD mengatur bahwa "Tarif PKB ditetapkan
sebagai berikut: b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor
kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar
6% (enam persen).

Pertanyaan

Penerapan Opsen PKB 5 Januari 2025 berdasarkan tanggal Bayar atau tanggal

Jatuh Tempo?

a. Jatuh tempo WP PKB tanggal 11 November 2024, melakukan pembayaran
PKB tanggal 7 Januari 2025, apakah sudah dikenakan Opsen?

b. Jatuh tempo WP PKB tanggal 7 Januari 2025, melakukan pembayaran PKB
tanggal 27 Desrmber 2024, apakah sudah dikenakan Opsen?

Penjelasan:

PKB merupakan jenis pajak yang sifatnya tahunan (tahun pajak), dengan saat

terutang PKB mengikuti tanggal jatuh temponya (saat timbulnya hak dan

kewajiban perpajakan).

Selanjutnya, sebagaimana ketentuan Pasal 187 UU HKPD, terhadap hak dan

kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum

UU HKPD diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan

perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum

berlakunya UU HKPD.

Berdasarkan contoh

a. atas PKB dengan jatuh tempo tanggal 11 November 2024 namun dibayarkan
pada tanggal 7 Januari 2025 belum menggunakan mekanisme Opsen.

b. atas PKB dengan jatuh tempo tanggal 7 Januari 2025 namun dibayarkan pada
tanggal 27 Desember 2024 sudah menggunakan mekanisme Opsen.
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6.2 Opsen Pajak MBLB

1. Pertanyaan:
Apakah tujuan penambahan Opsen Pajak MBLB sebagai jenis pajak baru di
provinsi pada UU HKPD?
Penjelasan:
Penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi adalah sebagai sumber
penerimaan baru yang diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin
dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah.

2. Pertanyaan:

Bagaimana pelaksanaan Opsen Pajak MBLB?

Penjelasan:

Pelaksanaan Opsen Pajak MBLB mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU

HKPD, PP KUPDRD, , Perda dan Perkada provinsi; serta Perda dan Perkada

tentang PDRD di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi tersebut. Tata

cara pelaksanaan Opsen Pajak MBLB:

a. Wajib pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan WP Pajak MBLB.

b. Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak
MBLB.

c. Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% dari Pajak MBLB terutang.

d. Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang
dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak
MBLB.

e. Pembayaran Opsen Pajak MBLB ke RKUD provinsi dilakukan bersamaan
dengan pembayaran Pajak MBLB ke RKUD kabupaten/kota dalam SSPD
Pajak MBLB.

f. Dalam hal pembayaran Pajak MBLDB tidak dilakukan oleh WP, bupati/wali
kota melakukan penagihan termasuk penagihan sanksi administratif atas
Opsen Pajak MBLB.

g. Dalam hal bupati/wali kota telah menerima pembayaran atas penagihan pajak
MBLB, bupati/wali kota menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke RKUD
provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.

h. Pelaporan Opsen Pajak MBLB dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.
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I. Opsen Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat
pengambilan MBLB.

J. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk
sinergi antara kabupaten/kota dan provinsi dalam implementasi kebijakan
yang berdampak pada pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB,
diatur dalam Perkada kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi.

3. Pertanyaan:
Bagaimana mekanisme split payment ke RKUD kabupaten/kota dan RKUD
provinsi dalam Opsen Pajak MBLB?
Penjelasan:
Mekanisme Split Payment dilakukan langsung pada saat WP membayar Pajak
MBLB. Dalam hal ini bagian yang menjadi penerimaan Pajak MBLB masuk ke
RKUD Kabupaten/Kota sedangkan bagian yang menjadi Opsen Pajak MBLB
masuk ke RKUD Provinsi.

4. Pertanyaan:
Bagaimana solusi untuk sistem pembayaran pajak di daerah melalui mitra yang
menyebabkan setoran opsen lebih dari 3 hari, agar tidak bertentangan dengan
peraturan dan menjadi temuan?
Penjelasan:
Pembayaran setoran opsen dilakukan dengan mekanisme split payment
(distribusi langsung). Solusi yang dapat dilakukan yaitu melakukan koordinasi
dan seleksi mitra yang dapat memenuhi ketentuan peraturan.

5. Pertanyaan:
Bagaimana cara perhitungan Opsen Pajak MBLB?
Penjelasan:
Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok
Pajak MBLB terutang sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-
undangan. Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% dari Pajak MBLB
terutang.
Lebih detail ilustrasi perhitungan dapat dilihat pada halaman 24.
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6. Pertanyaan:
Apakah pelaksanaan Opsen Pajak MBLB akan menambah beban WP?
Penjelasan:
Arah kebijakan UU HKPD dalam implementasi Opsen Pajak Daerah, termasuk
Opsen Pajak MBLB, adalah dengan tetap memperhatikan beban Wajib Pajak
(WP). Dalam hal ini, untuk mengakomodir kebijakan opsen, ketentuan tarif
maksimal Pajak MBLB dalam UU HKPD diturunkan dibandingkan tarif
maksimal sebelumnya dalam UU PDRD yaitu dari semula 25% menjadi 20%.
Adapun penghitungan besaran Opsen Pajak MBLB dilakukan dengan cara
mengalikan tarif Opsen sebesar 25% dengan besaran Pajak MBLB terutang.
Dengan demikian, apabila tarif Pajak MBLB yang digunakan merupakan tarif
maksimal sebesar 2%, maka Opsen Pajak MBLB setara dengan 5% (yaitu 25%
dari 20%).
Dengan demikian, dalam hal Pemda menerapkan tarif maksimal, maka total
beban pajak yang dibayarkan oleh WP menjadi sebesar 25% (yaitu PKB 20%
ditambah Opsen 5%), sehingga total beban pajak tersebut setara atau tidak
terdapat kenaikan dibandingkan beban pajak WP sebelumnya, yaitu maksimal
25%.
Namun demikian, variasi di daerah mungkin terjadi. Daerah yang sebelumnya
tidak menetapkan tarif Pajak MBLB maksimal dalam Perda lama dan kemudian
menetapkan tarif Pajak MBLB maksimal dalam Perda baru, maka tarif efektif
Pajak MBLB-nya (setelah memperhitungkan opsen) dapat mengalami kenaikan
dan sebaliknya dapat pula mengalami penurunan.

Adapun ilustrasi penghitungan dapat dilihat pada contoh berikut:

Sesuai UU 28 Tahun 2009 Sesuai UU HKPD dan

PP KUPRD

PT. A melakukan pengambilan batu granit
di wilayah Kabupaten X yang terletak d
Provinsi Y, pada masa pajak Februari 2025
sebanyak 100 kg dengan harga patokan
Rp100.000,00/kg. Tarif Pajak MBLB dalam
Perda PDRD Kabupaten X = 25%.

Pajak MBLB terutang:
= 25% x (100 x Rp100.000.000,0)

PT. A melakukan pengambilan batu granit
di wilayah Kabupaten X yang terletak di
Provinsi Y, pada masa pajak Februari 2025
sebanyak 100 kg dengan harga patokan
Rp100.000,00/kg. Tarif Pajak MBLB dalam
Perda PDRD Kabupaten X = 20%.

e Pajak Daerah terutang:
a. Pajak MBLB terutang

56




OPSEN PAJAK DAERAH

= Rp2.500.00,00 = 20% x (100 x Rp100.000,00)
= Rp2.000.000,00
(masuk ke RKUD Kabupaten X)
b. Opsen Pajak MBLB
= 25% x Rp2.000.00,00
= Rp500.000,00
(masuk ke RKUD Provinsi Y)

Berdasarkan contoh di atas, total pajak daerah terutang sesuai UU HKPD adalah
sebesar Rp2.500.000,00 (Pajak MBLDB terutang ditambah Opsen Pajak MBLB
Terutang) sama dengan perhitungan pajak terutang pada pengaturan UU 28/20009.

. Pertanyaan:

Apakah Opsen Pajak MBLB dimasukkan dalam target pendapatan Provinsi
dalam APBD?

Penjelasan:

Pajak MBLB masuk dalam target pendapatan pada APBD Kabupaten/Kota,
sedangkan Opsen Pajak MBLB masuk dalam target pendapatan pada APBD
provinsi. Adapun dalam penentuan targetnya, Pemerintah Provinsi perlu
bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperoleh besaran target
Opsen Pajak MBLB yang akan dianggarkan dalam APBD Provinsi.

. Pertanyaan:

Sejauh mana Opsen Pajak MBLB dapat meningkatkan PAD?

Penjelasan:

Salah satu kunci yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dalam hal
ini penerimaan pajak MBLB dan opsennya adalah sinergi yang lebih baik dan
efektif antara provinsi dan kabupaten/kota. Dengan adanya sinergi pemungutan
dan pengawasan yaitu melalui peningkatan peran provinsi dalam pemungutan
Pajak MBLB, Pemda dapat semakin terdorong untuk melakukan intensifikasi dan
ekstensifikasi perpajakan daerah untuk peningkatan PAD-nya.
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9. Pertanyaan:
Bagaimana pelaporan Opsen Pajak MBLB, apakah digabung dengan pelaporan
Pajak MBLB?
Penjelasan:
Ya, sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 109 ayat (6) PP KUPDRD yang
menyatakan bahwa pelaporan Opsen Pajak MBLB dicantumkan dalam SPTPD
Pajak MBLB.
Selengkapnya dapat dilihat pada halaman 25

10.Pertanyaan:
Bagaimana mekanisme proses rekonsiliasi untuk Opsen Pajak MBLB?
Penjelasan:
Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 PP KUPDRD, bahwa rekonsiliasi atas data
penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB dilakukan oleh gubernur,
bupati/wali kota, dan bank tempat pembayaran tempat pajak tersebut setiap
triwulan. Rekonsiliasi tersebut paling sedikit membandingkan data:
a. SPTPD
b. SSPD
c. Rekening koran bank
d. Dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran pajak dan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak.

11.Pertanyaan:
Apakah pengaturan ketentuan mengenai pemungutan Opsen Pajak MBLB
digabungkan dengan Perkada pemungutan Pajak MBLB atau tersendiri diatur
dalam Perkada mengenai Opsen Pajak MBLB dan sinergi pemungutan-nya?
Penjelasan:
Sesuai dengan Pasal 113 ayat (2) PP KUPDRD, ketentuan lebih lanjut mengenai
pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara pemerintah
kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dalam implementasi kebijakan yang
berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB diatur dalam
Perkada kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi. Selanjutnya terkait teknis
pengaturan yang disusun dalam satu Perkada atau terpisah merupakan
kewenangan/diskresi pemda.
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12.Pertanyaan:
Bagaimana perlakuan pemungutan Pajak MBLB, dalam hal komoditas yang
menjadi objek Pajak MBLB sebagaimana pengaturan dalam UU HKPD tidak ada
dalam ketentuan dalam Pasal 2 PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan
kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dan sebaliknya?
Penjelasan:

e Dalam hal objek Pajak MBLB tercantum dalam UU HKPD namun tidak
tercantum dalam PP 96/21 (peraturan sektoral), maka dapat dipungut Pajak
MBLB dengan mengacu pada UU HKPD

e Sebaliknya, objek Pajak MBLB tercantum dalam peraturan sektoral namun
tidak tercantum dalam UU HKPD, maka dapat dipungut Pajak MBLB
dengan mengacu pada Pasal 71 ayat (1) huruf mm UU HKPD (MBLB
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

13.Pertanyaan:
Apakah Opsen Pajak MBLB bisa digunakan untuk menambah anggaran pada
OPD teknis yang membidangi, khususnya bidang ESDM?
Penjelasan:
Dalam prinsip umum hubungan keuangan pemerintah pusat dengan daerah,
pemerintah pusat menyerahkan sumber penerimaan daerah berupa PDRD dalam
rangka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan
kepada Pemda. Secara khusus, tidak ada pengaturan penggunaan atas penerimaan
Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB dalam UU HKPD dan PP KUPDRD
sehingga penggunaan atas penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB
menjadi kewenangan Pemda dan sesuai dengan hasil pembahasan pada saat
perencanaan anggaran. Namun demikian, sesuai dengan tujuan awalnya agar
dapat ditekankan penggunaan anggaran ditujukan untuk memperkuat  fungsi
penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah.

14.Pertanyaan:
Bagaimana bentuk/skema atau tata cara terkait cost sharing dan role sharing
dalam penyusunan APBD?
Penjelasan:
Sinergi antar Pemda dalam rangka implementasi Pajak MBLB dan Opsen Pajak

MBLB dapat dilakukan dari berbagai sisi, antara lain dari sisi pendanaan (cost
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sharing), pendataan bersama, penagihan bersama, rekonsiliasi penerimaan, dan
sosialisasi bersama.

Sinergi dari sisi pendanaan dapat dilakukan dengan cara pemerintah
kabupaten/kota/provinsi dapat memastikan bahwa penerimaan dari Pajak MBLB
dan opsen MBLB dapat dialokasikan untuk memperkuat intensifikasi dan
ekstensifikasi Pajak MBLB, penanganan atas dampak eksternalitas negatif yang
timbul dari kegiatan pertambangan MBLB, dan memperkuat fungsi penerbitan
izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di daerah.

15.Pertanyaan:
Apakah kesepakatan cost sharing dalam sinergi pendanaan Opsen Pajak MBLB
menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama (PKS)?
Penjelasan:
Kesepakatan cost sharing Opsen (termasuk Opsen Pajak MBLB) merupakan
salah satu bentuk sinergi pemungutan dalam rangka optimalisasi penerimaan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 113 PP KUPDRD bahwa kesepakatan mengenai
sinergi pendanaan diatur dalam Perkada. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan
Pasal 115 PP KUPDRD bahwa dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak,
Pemda dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan
Pemerintah, Pemda lain, dan/atau pihak ketiga. Dalam hal diperlukan, bentuk
kegiatan dalam lingkup cost sharing opsen yang berkaitan dengan upaya
optimalisasi penerimaan seperti misalnya pengawasan WP bersama, peningkatan
layanan, jasa layanan pembayaran dengan pihak ketiga dapat menjadi lingkup
PKS.

16.Pertanyaan:
Apakah diperbolehkan sinergi dengan kabupaten/kota tidak menggunakan PKS,
mengingat dalam Pasal 113 PP KUPDRD sudah diatur bahwa ketentuan lebih
lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara
kabupaten/kota dan provinsi diatur dalam Perkada kabupaten/kota di dalam
wilayah provinsi?
Penjelasan:
Ya diperbolehkan, pengaturan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota dalam PKS dapat dilakukan dalam hal diperlukan/tidak bersifat

wajib mengingat dasar hukum sinergi pemungutan Opsen adalah Perkada.
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17.Pertanyaan:

Apakah perhitungan sanksi administratif hanya dikenakan untuk pajak terutang

atas Pajak MBLB saja sedangkan untuk Opsen Pajak MBLB tidak dikenakan?

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 109 PP KUPDRD, pelaksanaan penghitungan,

pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB adalah sebagai berikut:

a. Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB dilakukan
bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.

b. Pembayaran Opsen Pajak MBLB ke RKUD provinsi dilakukan bersamaan
dengan pembayaran Pajak MBLB ke RKUD kabupaten/kota dalam SSPD
Pajak MBLB.

c. Dalam hal pembayaran tidak dilakukan oleh WP, bupati/wali kota melakukan
Penagihan, termasuk penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak
MBLB.

18.Pertanyaan:

Bagaimana pencatatan di provinsi atas sanksi administratif Opsen Pajak MBLB

yang timbul?

Penjelasan:

a. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83 UU HKPD dan Pasal 11 PP
KUPDRD, perhitungan Opsen Pajak MBLB dihitung dari Pajak MBLB
terutang. Disamping itu, sanksi administratif Opsen Pajak MBLB dihitung
dari pokok Opsen Pajak MBLB.

b. Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) huruf k Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, denda pajak
daerah merupakan salah satu komponen lain-lain PAD yang sah. Oleh karena
itu, pembayaran atas denda Opsen Pajak MBLB dicatat sebagai pendapatan
denda pajak daerah yang merupakan bagian dari lain-lain PAD yang sah.
Namun di dalam pengaturan kode rekening atas pembayaran pokok pajak dan
sanksi administrasinya mengikuti peraturan terkait pengelolaan keuangan
daerah.
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19.Pertanyaan:

Sesuai amanat Pasal 191 UU HKPD, ketentuan Pajak MBLB dan Opsen Pajak

MBLB mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak UU HKPD diundangkan atau mulai 5

januari 2025. Bagaimana perlakukan untuk pajak MBLB dan Opsen Pajak

MBLB pada tanggal 1 s.d. 4 Januari 20257

Penjelasan:

a. Sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) UU HKPD, bahwa pelaksanaan Pajak
MBLB dan Opsen Pajak MBLB mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal
diundangkannya UU tersebut. Dengan penggunaan kata “sejak™ maka secara
tegas pelaksannya dimulai dari tanggal berkenaan yaitu 5 januari 2025.

b. Masa pajak untuk Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB mengikuti ketentuan
dalam Pasal 4 PP KUPDRD adalah 1 bulan kalender atau jangka waktu lain
paling lama 3 bulan kalender. Selanjutnya, jangka waktu pembayaran atau
penyetoran pajak terutangnya paling lama 10 hari kerja setelah berakhirnya
masa Pajak.

c. Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang
dengan menggunakan SSPD, yang merinci pembayaran Pajak MBLB untuk
tanggal 1 s.d. 4 Januari 2025 menggunakan ketentuan Peraturan Daerah
tentang PDRD yang lama, dan Pembayaran Pajak MBLB untuk setelahnya
dengan Peraturan Daerah tentang PDRD sesuai dengan UU HKPD.

20.Pertanyaan:
Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memungut Pajak MBLB yang
tidak memiliki izin usaha pertambangan (ilegal mining)?
Penjelasan:
Pemerintah Kabupaten/Kota dapat tetap melakukan pemungutan pajak
apabila telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, tetapi Pemerintah
Kabupaten/Kota bersinergi dengan Pemerintah Provinsi untuk menertibkan
kewajiban perizinan pertambangan oleh WP.

21.Pertanyaan:
Pihak manakah yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum atas adanya
penambangan liar?
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Penjelasan:

Sebagaimana ketentuan dalam UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara sebagaimana diubah terakhir dengan UU 2 Tahun 2025 dan Perpres
55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara. Penerbitan izin pertambangan MBLB di
daerah beserta pembinaan dan pengawasannya merupakan kewenangan provinsi.
Selanjutnya, untuk pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi dapat berkoordinasi
dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

22.Pertanyaan:
Jika Wajib Pajak X mengambil MBLB atau galian C dari Kabupaten A tetapi
MBLB atau galian C tersebut dimanfaatkan/digunakan di Kabupaten B, apakah
Kabupaten B dapat mengenakan/memungut Pajak MBLB yang diambil dari
Kabupaten A dimana Wajib Pajak X belum membayar pajak MBLB dengan tidak
dapat melampirkan bukti pembayaran pajak MBLB ke Kabupaten A?
Penjelasan:
Ketentuan dalam Pasal 75 ayat (2) UU HKPD mengatur bahwa Pajak MBLB
yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
Selanjutnya, Pasal 21 ayat (5) mengatur bahwa saat terutang Pajak MBLB
ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
Berdasarkan  hal  tersebut, Pemda Kabupaten B tidak dapat
mengenakan/memungut Pajak MBLB atas pengambilan MBLB dari Kabupaten
A walaupun belum membayar Pajak MBLB di Kabupaten A. Namun, Pemda
sebaiknya dapat melakukan koordinasi dengan daerah lain untuk optimalisasi
penerimaan Pajak Daerah terkait pemanfaatan/penggunaan MBLB untuk
pembangunan/proyek yang dibiayai dari APBD/APBN dan sering kali berasal
dari daerah lain atau sebaliknya.
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PENUTUP

Revisi Modul PDRD mengenai Opsen Pajak Daerah yang disusun oleh
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan membantu Pemda dalam
implementasi pelaksanaan Opsen Pajak di daerah. Modul ini berisi gambaran umum
terkait pengaturan materiil mengenai Opsen Pajak Daerah mulai dari perhitungan,
pelaporan, pembayaran, penagihan sampai dengan pembayaran kembali Opsen
Pajak Daerah. Selain itu, modul ini juga memuat updating pertanyaan dan jawaban
yang terkait Opsen Pajak Daerah.

Modul ini juga memuat terkait mekanisme proses bisnis penyelenggaraan
sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) kendaraan bermotor sesuai
dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Peyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu
Atap Kendaraan Bermotor. Tahapan prosedur pelayanan kesamsatan telah
disesuaikan dengan implementasi yang ada saat ini.

Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya
dan insan pengelola pajak di daerah baik provinsi, kabupaten/kota pada khususnya.
Seperti kata pepatah “Tak Ada Gading Yang Tak Retak”, kami menyadari bahwa
dalam penyusunan modul ini sangat jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu,
masukan dari para pihak sangat bermanfaat untuk perbaikan kedepan dan
kesempurnaan modul ini. Semoga implementasi Opsen Pajak Daerah dapat berjalan
dengan baik dan dapat meningkatkan PAD khususnya dari Pajak Daerah.
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DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Peyelenggaraan Sistem Administrasi
Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang
Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.07/2024 tentang
Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer Ke
Daerah Atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/KM.7/2024 Tentang
Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah Yang
Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib
Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/KM.7/2024 tentang
Perubahan atas KMK Noomor 22/KM.7/2024 Tentang Penandaan Rincian
Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan
Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah.
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LAMPIRAN
CONTOH PERKADA KABUPATEN GUNUNG KIDUL

BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOOYAEKARTA

FERATURAN BUPATI GUNUNGEKIDUL
NOMOR 3§ TAHUN 2024
TENTANG

PEMUNGUTAN OFSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN
BENTUK SINERGI PEMUNGUTAR PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN DAN OPZEN PAJAX MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwe untuk melaksanakan ketentuan Pessl 113 evat )
Poraturan Pemnerintaly Repubdik Indonesis Nomor 35 Tahun 20232
tentang Ketentuan Umum Pajak Dmh dan Retribusi Deerah,
Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logom dan Batuan
Opeen Pojak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingalt : 1. Pasal 18 avat (&) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indoneséa Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daecrah-Dacrah olch Kabupgaten daSam Lingkungan Dacrah
Istimews Yogyakarta [Berita Negars Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintabian
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 20314
Namor 294, Tambaban Lembaran Negars Republik Indonesia
Nomor 5587 scbagaimana telah beberapa lkali  diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tebun 2023
tentang Penetapen Peraturan Pemerintanh Pengganti Undang-
Undang Nesmor 2 Tohun 2022 tentang Cipta Kerin meniocdi
Undang-Undang (Lembarsan Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambuhsn Lembaran Negars Republik
Indaonesia Nomar 6356);

4. Feraturan Pemerintah  Namor 32 Tebun 19S50 tentang

Mulai Berakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14 dan 15 dari Hal Poembentukan Daerah Dsacrah
Eabupaten di Diaws Timur/Tengah/Barst dan Daersh
istimews Jogiskarta [(Berita Negara Republik Indonesia Tehun
1950 Nommor 59);

5 Peratursn Pemerintah Naomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum PajaXx Dacralhy dan Retribusi Dacrahb
{Lembaran Negarsa Republik Indoneséa Tahun 2023 Namor 85,
Tambshan Lembamran Negars Republik Indonesia Nomor
S881);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUEKAN LOOAM DAN BATUAN
DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Posal 1

Dalam Peraturan Bupat! inl yang dimaksud deogan:
1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
mmmibhcpﬁnbwnhmmdehmg
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dms;m tidak mendapatian imbalan
secare langeung dan digunakan untuk keperiuan Dasrah
bagi sebosar-besarnys kemakmuran rakyal,

2. Wajlb Pejak adalah orang pribadi atau badan, meliput)
pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak,
yang mempunywi hak dan kewajibun perpajokan sesuad
dengan ketentunn peraturan perundang-undangan.

3. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang semnjutnya
disinglar MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan

scbagaimana dimaksud di dalam persturan perundang-
undangan di bidang mineral dan batu bara.

4, Opeen pdalah pungutan tambahan Psjuk menurut
poersentase tertentu,

5. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batoan yang
ochsuuﬂmdiubutOpueankMBwldﬂnhOpn
ylngdilumnhn provinsi atas pokok Pajak MBLB
sestai  dengan kelemtuan  peraturan perundang-

melaksenakan penyitaun, melaksanskan penyandersan,
dan menjual barang yang telah disita.

7. Surat Pemberitabuan Pajak Dacrah yang selanjutnya

disingiat SPTPD adalah sumat yang olh Wajid Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atmu
pembayaran Pajak, objekk Pujak dan/atau bukan objek
Pajak, dan/ atau harta dan kewnjiban sesual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajekan
Daerah.
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8 Surnt Setoran Pajak Daerah yang selanjuinys dissngkat
SSPD sialah bukii pombayaran atau penyetoran Pajak
yang telah dilskukan dengan menggunakan formulir atau
teiah dilakukan dengan cara lain ke kas Docrah mednlus
tempat pembayaran yang ditunmjuk oleh Bupsti.

S, Sumt Ketetapan Pajak Daerah Lebih Baysr yang
selanjuinya disingkal SKPDLB adalah surat ketetapan
Pajak vang menentukan jumlah keiebihan pembsyaran
Pajak karena jumiah kredit Pajak ebih besar daripada
Pajak vang terutang atau seharusnoyn tidalk terutoang.

10. Badan EKeuangun dun At Dwerafl yang scelanjutnys
disingkat BKAD adalah BEAD Kabupaten Cunungkidul,

11. Gubemur adalah Gubernur Deerah Istimewn Yogyakasta.
12. Bupati adalah Bupati Gunungkidul,
13, Daerah sdalah Kabupsaten Gunungicdul,

BAB I
DASAR PENGENAAN

Pasal 2

(1) Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak
MBLEB terutang.

(2] Saat terutangnya Opsen Pajak MHBLEB ditetapkan peda
sant terutangnys Pajek MBLB.

3] Wilsyah pemungutan Opsen Pajak MBLE yang terutang
merupalkan wilayah Decsrah tempat pengambdlan MBLB.

(Qlauu‘npobnkOp-caniakMB.LBmm
dihitung

[dua puluh lima persen] dengan dasssr pengensan Pajak
sebagaimana dimmksnd pada ayar (1),

pokok Pajak terutang bersamaan dengan pomungutan
Pajak MBLB terutang.

BAB I
PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN

Posal 3
Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak
MBLB terutang dilaloukan bersamaan dengan penghitungan,
pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLH.

Pasal 4

|1} Pembaywran Opsen Pajak MBLEB scbagaimana dimaksad
dalum Pasal 3 ke kas dacrah Pemerintah Dacrah Daerah
Istimewn Yogyakarta didalcukan bersamaan dengan
pembayaran Pojak MHLHB ke kas Dosrah dalam SSPD
Pajak MHLEB.
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Dalam hal pembayaran scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dilakukan olch Wajidb Pajak, Bupati melakulcan
Penagihan.

Penagihan oleh Bupeati sebegaimans dimaksud pada soyat
(2) dilaksanakan olch Kepala BKAD,

Pasal 5

Pelaporan Opsen Pajak MBLE schagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

1)

“)

BAB IV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pengembalian kelebihan Pajak MBLB
schagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk

pengembalian keleblhan pembayaran
Opsen Pajak MBLB.

dimaksud peda ayat (1) disetyjui, Bupati menerbitkan
SKPDLB Pajak MBLB.

Salinan SKPDLB scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Gubermur paling lambat 3 (tiga) bari
kerja scjak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
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BAB V
SINERGI PEMUNGUTAN

Pasal 7
(1) Pemerintah Daerah Kabupaten Gm:t.mdndtdburnnav
dengan

12) m-ebamnndmknndpndnnmﬂ)dinnudkm
dalam bentuk kerjs samas,

3] RKerga sama sebhagaimana dimaksud pada ayat (2)

perpajakarn;

e, pegingkatan pengetahuan dsn RKerscampraan apsratuar
atau sumber daya manusia di bidang perpajaksn;
dan/atau; ,

£ kegintan lnin. yang mendukung optimabsasi
pemungutan Pajak MBLB.

(3) Kegja sama sebagaimans dimaksad pada syat (2)

{1) Bupatl bersama Gubernur dan bank tempat pembayaran
Pojak MBLEH melakukan rekonsiliasi data pencrimaan
Pojak MBLS serta Opsen Pajak MBLB sctiap triwulan.

12) mwwm”wmmqum

d. dokumen penyelesasan kekurangen pembayaran Pojak
dan pengembalian kelebilan pembmysran Pajak,
13) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimoksud pada ayat (1)
ditindakianjuti sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ©

Peraturan Bupati ini muial berfaku pada tangesd 5 Januar
2025,

Agar =ctinp omng —mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan pensmpatanoya
dalam Berita Dasrah Kabupaten Gununghsdul,

tapkan di Wonosari
cangaal Il SePLEmbEr 2024

Di di Wonosani
mmmumx \t Seprember 2o2Y
SEXRETARIS DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

s H ANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGEKIDUL TAHUN 2024 NOMOR 56 .
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LAMPIRAN
CONTOH PERKADA PROVINSI SULAWESI SELATAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 20 TAHUN J0314

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR I TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KHUSUS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang ! bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayal (5]
dan Pasal 91 ayat (8) Peraturan Daerah Provinm Sulawesi
Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribust Daerah, periu menetapkan Perzturan Gubemur
Sulawesi Selatan tentang Peraturan PFelaksanasan Peraturan
Daersh Nomor | Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Khusus Pajak Kendarmman Bermotor, Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendarnan
Bermaotor, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Mengingat L. Pusal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 368)
sebagaimans telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pecubahan atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surar Paksa (Lembaran Negara Repablik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonessa Tahun 2009 Nomor 96, Tembahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 5025) sebagaimana
telah bDeberapa kall diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahumn 2023 tentang Penetapan
Feraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomors
2 Tahun 2022 tentang Cipta Ketja menjedi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesian Nomor 6856);

2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembamn Negars Republik Indonesia Tahun 2011
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Namor 82, Tambahan Lembarman Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebhagaimana welah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Naomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentulcan
Peraturan Prrundang-undangan (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2022 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negearmn Republik Indonesia Nomors 6801

5 Undang-Undang Nomor 23 Tshun 2012 teniang
Pemerintahan Daerah  [Lemmbaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimans
telah beberapa kali divbah terakhir dengan Undang-
Undang Romaor 6 Tahun 2023 wenwang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadl Undang-
Undang {Lembsran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negaran Republik
Indonesia Nomar 6856);

6. Undang-Undasng Nomor | Tahon 2022 tentang
Hubungan Keuangan anara Pemenntah Pusat dan
Pemerintahan Daerah  [Lemmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 6757,

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provins:
Sulawesi Selaman(lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Naomor 64, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Naomaor G775);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalksn (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republid Indonesia Nomor 5594 sebagaimans telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2021 entang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan {Lembaran Negama Republik Indonessa
Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Naomor 6632

9. Pemturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengeiolaan Keuangsn Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indomtesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesis Nomor 6322,

10 Peraturan Pememnintah Nomor 30 Tabhun 2021 tentoang
Penvelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan [Lembaran Negara Repubiik Indonesals Tahun 2021
Nomoar <40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6642);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak dan Retmbusi  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negamm Republik
indonesia Nomor 6831);

12. Peraturan FPresidenn Nomor S5 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu
Atap Kendaraan Bermotor [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabhun 2015 Nomor 6§,

13 Peraturan Menrterd Dalam Negerd Naomor 80 Tahun 2015
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tentang Pembentukan FProduk Hukum Daeradh (Bera
Negara Republik Indonesis Tahun 2015 Nomor 2036)
sehagarmana telah diubah dengan Peraturan Menter!
Dalam Negeri Nomor [20 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah [Benta Negara Republik Indonesin Tahun 2019
Nomor 157);

14, Peraturan Daerah Provinat Sulawesi Selatan Nomor 7
Tuhun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Deerah
(Lembaran Dacrah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerab Provinsi
Sulawesi Selatan Nomar 319);

15, Peraturan Daerah Provins: Sulawes: Selatan Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaman Daserah Provins: Sulawesi Selatan Tahun
2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Namor 335);

MEMUTUSKAN:

Menimbang | PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KHUSUS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN 8EA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR, DAN OPSEN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR.

BAB )
KETENTUAN UMUM

Pasat |

Dalam Perasturan Gubernur in: yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan,

2. Pemerintah Daerah adalah Oubermnur sebagas unsur
penyelenggamm Pemernntah Daerah yang memimpin
pelaksanaan  uwrusan  pemenntahsan  yvang  mergadi
kewenangan daerah otonom.

3. Gubemur adalah Gubernur Sulawesi Selatan

3. Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnyn disebut
Kabupaten /Kota adalah Pemenntah Daerah
Kabupaten / Kota se-Sulawesl Selatan.

5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjumya disebut
Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinss
Sulawesi Selatan.

6. Kepala Bapenda adalah Kepala Bapenda Provins:
Sutawesi Selatan.

7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjumya
disinglat UPTE adalah UPT Pendapatan Wilayah pada
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,

8. Pmjak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib lwpoda Daerahh yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifatr memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan Hdak
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mendapatikan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperfuan  Daerah bagl sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat

9 Pajsk Kendarmsan Bermotor yang selanjutnyas disingkar
FPKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau
penguasaan Xendaraan Bermaotor.

10, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnss
disingkat BEBNKEG adalalk Pajak atas penyermhan hak
milik Kendaraan Bermotor sebagai akibart perjanjian
dua pihak atau perbuatan sepibak atau keadsan vang
terjadi karena junl beli, tukar-menukar, hibah, wansan,
atau pemasukan ke dalam badan ussaha,

11 Kendarman Bermotor adalsh semuns kendarann beroda
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis
jalan daral atau Kendaraan yvang dioperasikan di oadr
yang digernkkan oleh pemalatan tekruk berupa motor
atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah
auamt sumber daya energl tertentu  menjadi  tenags
gerak Kendarman Bermator yvang bersangkutan.

12. Opsen adalah pungutan tambahan Pagak monurut

perssntase terventu.

13. Op.cn Pajak Kendaraan Bermotor yang sclanjutnya
disobut Opsen FKB adalah Opsen vang dikenakan oleh
Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-andangan,

14. Opsen Bea Balik Nama Kendarman Bermotor yang
selanjutnyn disebut Opsen BENKEH adalah Opsen vang
dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB
sesuni  dengan  ketentuan peraturan | perundang-
undangan.

15 Kepemilikan adalsh hubungen bhukum antarnm orang
probadi atae badan dengan Kendaraan Bermotor yang
namanya fercantum  di dalam Buku  Pemilikan
Kendarsan Bermotor Binnya atnu dokumen
kepemilikan vang sah.

16. Penguasaan adalah penggunasn dan/atay penguassan
fAsnik Kendaman Bermotor oleh orang pribadi atau badan
dengan buktl penguasasn vang sah sesuad dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

17. Penyerashan Kendaraan Bermotor adalabh pengaliban
hak millk Kendaraan Bermotor sebagal  akibat
peganjian dua pishak atau  perbuatan septhak ataw
keadaan yang terjndl  karena  jual bel, tulkar
menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah,
warsan, atau pemasuican ke dealam badan usaha

18 Nilad Jual Kendaraan SBermotor vang scolanjutnys
dimingkat NJKB adalah Nilai Jual Kendaman Bermotor
vang diperoich berdasarkan harga pasamn umum
sebagaimana  tercantum dalam  tabel Niai Jual
Kendarman Bermotor yang berlaku.

19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek dan subjek  Pajak,
penentuan besamya Pajak yang terutang  sampal
kegiatan penagihan Pajak seris PETIRAWRSAT
penyetoranmya.
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20. Prjak Terutang adalah Pajak yang harus dibayar oleh
wajib Pajak pada suatu sant dalam masa Pajak, dalam
tuhun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak menurut
Peraturan Daerah.

21. Badan adalah sekumpulan ormang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, balk yvang melakukan usaha
maupun yvang tidak melakuken usaha yang rmeliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lalnnys, badan usaha milik negara, badan usabha milik
daerah, atesun badan usaha milik desa, dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organmsasi masaea, organisasi sosisal politik, organisast
pomerintah, pemerintah daerah dan pemerintah dess,
atau organisasi lainnya, lJembaga dan bentuk badan
lainnyva, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
ussha tetap.

22 Kantor Bersama Samsa: adalah wadah bagl Kepolisian
Negara Republik Indonesia vang membisdang Iafu lintas,
satunn kergja pengelola keuangan Daermh yang
melaksanakan pemungutan Pajak provinsd, dan Badan
Usaha dalam menyelenggaralkan Samsat.

23 Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Hadan yvang
dapar dikenakan Pajak

23 Wajib Pagak adalah ommng pribadi ataos Badan yang
mempunval hak dan kewsjiban perpajakan sesusd
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25 Namor Pokok Wajibh Pajak Daerah vang selanjumnya
distngkat NPWPD adalah nomor yang dibernkan kepads
Wagib Pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengesnal
diri atau identitas Wajib Pajak dalsm melaksanakan
hak dan kewajiban perpagakannya kepada Daerah.

26 Masa Pajak adalah jangks waktu yang ditetapkan
schagal dasar penghitungan Pajak

27 Surat Tanda Nomor Kendarann Bermotor yang
sclanjumya disingkat STNK adslah dokumen vang
berfungsi sebagal buktl  legitimasi pengoperasian
Kendaman Bermotor vang berbentuk surat atau bentuk
lain yang diterbitkan oleh Kepolisdéan Negsra Republik
Indonesin yang berssi dentitns  pemilik, identitas
Kendarsan Bermotor dan masa berlaku  termasuk
pengesahlannya

28 Tanda Nomor Kendaman Bermotor yang selanjutnya
disingkiat TRNKB adalah tanda Regstrast: dan Identfikast
Kendaraan Bermotor yang berfungsi sebagn: bukti
legitimasi pengoperasian kendarasn bermotor berupa
pelat atau berbahan lain dengan spesifGkasi tertenta
v diterbitikan oleh Kepolisian Negama Republik
Indonesia dan berisikan kode wilavah, nomor registrass,
serta masa berfaku dan dipasang pada Kendaraan
Bermotor.

29 Sumbangan Wajib Dans Kecelakann Lalu Linas Jalan
yang s=lanjutnya disingkat SWDKLLY adalah
sumbangan tabunan vang waib dibayvar olehh pemilik
Kendaraan Bermotor sebagai dana untuk
pertanggungan wallbh kecelakaan lalu intas jalan
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0. Surat Pendaftaran dan Pelaporan Pajak Daerah vang
sefanjutnya dJdisingkat SP3D adalah sural yang oleh
Wajiib Pajak digunakan untuk mendaftarkan dan/amau
melaporkan objek Pasak sssual dengan ketentuan
peratumn perundang-undangan perpajakan Dacrah

A1.Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran atau dokumen
lain yang dipersamakan yang selanjutnya  disingkat
SKKP adalah surat yang digunalan untuk menetapkan
besamya blaya administrasi STNK dan/atau TNKB,
besarmmya PKB, BEBNKB, Opsen PKB, Opsen BEBNKS, dan
SWDXLLY

32. Surat Setoran Pajak Dasrah atnu dokumen laim vang
dipersamakan vang selanjutnya disebut SSPD adalah
buks pembayaran atau penvetoran Pajak yang telah
dilakukan dengen menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Dacrah,

23. Surat Tagihan Pajak Daerah atau dokumen lnin yvang

sang selanjutnya disebut STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atsu sanks)
administratf berupa bunga dan/atau denda.

J4 Surmat Keputusan Pembetulan adalaly surat keputusan
vang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/ataa kekelruan dalam penerapan  ketenituan
tertentu datam Peraturen perundang-undangoen
perpajakan daesrah vang  tecdapat dalam Samat
Pemberitahuan Pagak Terutang, Surarl Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Tagihen Pagak Daerah, Surat Keputusan
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan

35 Surar Keputusan Keberaran adalah surat keputusan
atas keberaten terhadap Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daecrmh, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
dinjukan oleh Wajib Pajak.

36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bavar yvang
selarmjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan
Pajak vang menentukan jumbah kelebihan pembayvaran
Pajak karens jumbah kredit Pajak lebih besar dan pada
yang terutang atau sceharusnya odak terutang

A7 Pengurangan Pajak adalah pengurangan jumilah Psjak
yang harus dibayar.

38. Keringanan Pajak adalah pembernian kesempasan untulk
menunda dan/astau mengangsur pembayaran Pajak,
baik sebagian atau seluruhnya.

39. Pembehasan Pajak adalah pembebasan dar kewsjiban
pembayaran polookc Pajak dan/atau sanksd
administratif.

40, Rekening Kas Umum Daerah vang selanjutnye disinglaxt
REKUD adalah Relkerning Kas Umum Dasrah Pemerintah
Provinsd Sulawesl Selatan

Bag
PFENGATURAN UMUM

Pasal 2
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Jenis Pagak Dasmah yang diarur dalam Peraturan Gubermnur

ini adalah:
a. PKB;
b. BBNKS;
¢. Opsen PKB; dan
d. Opsen BEANKD.

BAB I

PAJAK KENDARAAN RERMOTOR
Baginn Kesatu
Umum
Pasal 3

(I) Setiap Wajib Pajak yang berdomisii di Daerah wajib
melakukan pendaftaran atas kendaraan bermotor yang
dimilikl dan/atau dikuasainya.

(2) Setiap kendaman yang terdaftar ol Daerah  wajil
membavar PKB.

13) Pemungutan PKB dilakukan oleh Kepala Bapenda
melalui Kepala UPTB.

(4) Selaku pemungut PKB, Bapenda wajib melakukan
intenssfkas dan ekstensifikasi pemunguian secara
maksimal dengan tdak mengebaikan  ketentuan
peraturman perundang-undangan yang lebah tingg dan
kepentingan umum,

_ Bagian Kedun
Saat Pajak Terutang dan Masa Pajak

Pasal 4

{1] Saar terutang PKD ditetapkan pada saat tedadinya
kepemilikan dan /atau POngUasEan Kendarann
Bermotor,

{2)] Masa PKH adalah 12 (dua belas| bulan berturut-turut

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan Pajak

Paragraf |
Pendaftaran Objek Pajak

Pasal 5
(1] Setiap kepemilikan dan/atsau ponguasaan Kendarsan
Bermotor yang terdaliar di Daerah dipungut PKB.

(2) Pendaftaran dilakukan o UPTE/Kantor Bersama
Samsat
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Pasal 6

(1) Waliv Pogak mendafinrkan dan melaparkan obek
Pujalaiva kepada Kepala Hapends dengan
mengaunakan SP30D.

(2] Sebtelum melakukan pendafiaran kendaman barg,
Wajib Pajak harus melunesl PKB atas kendarsan yang
telah dimidiki sebelumnyas.

(3) SP3D sebagaimana dimaksud pada ayas (1) harus diiss
dengan jelas, lengkap dan benar sesuani dengan
keadaan olyek dan subsek Pajalik.

1) Berdasarkan SPID sebagalmans dimaksud pada ayat
[3), WsiIL Pajak mendapastkan NPWPD atau namor

registrasi.

15 NPWPD sehagaimana dimaksud pada ayat (4] untuk
orang pribadi dihubunglkan dengan Nomor Induk
Kependudukan sedangkan untuk Badan dibubungkan
dengan Nomor Induk Berusaha

16} Dalam hal Wajib Pajak ssddak mendaftarkan dirl, Kepals
Bapenda secam jabatan dapat menerbitkan NPWPD
dan SXKP berdasarkan data yang diperoich atau
dimililki odeh Daecrah.

7)) SF3D disampaikan pailing lambat:

a. sampal dengan tanggal berskhimya masa Pajak
untuk Kendaraan Bermotar perpanjangan atnug
pengesahan STNK:

b. 30 {oga puluh] har kalender sejak tanggal Gktur
bagi Kendarann Bermotor barua;

c. 30 (tga pulunh) harn kalender sejak tanggal Nakal
antar Daersh bag Kendarasn Bermotor pandah dari
luar Daerah;

d. 30 (uvga puluh) ham kalender sejak tergadimyn
perubaban spesifilca=i teknis Kendaraan Bermotor
dalam masa Pajak baik perubaban  warma,
bentuk/status, fungs: maupun penggantinan mesin;

e 30 [tiga puluh] han kalender seiak keputusan
tentang penghapasan Kendarsan Bermotor yang
berasal dar lelang Kendarsan SBermotos;

£ 3 (tgs] bulan berturut-turut sejak Kendarasn
Bormotor berada di Daerah dengan maksud untulk
dipakas secara tetap di Daerah.

(8) SPID sebagaimans dimaksod pads ayat (1) dapat
Lerupa data elektronik mauvpun manual.

(9] Wajih Pajak yvang tidak mendaftarican atau melsporkan
objex Pajaknyse sampad  dengan bBatns  walktu
sebagaitmana dimaksud pads avat (7), dikenakan
sanksi administrati! berupa bungs sebesar 196 (sata
persen) per bulan dar Pajak terutang untuk paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(10) Bentuk dan isi SP3D sebagaimansa dimaksud paeda
ayat [1) tercantum dalam Lamperan | vang merupakan
bBagian tidak terpisahlian dar Peraturan Gubernur mi.
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Pasal 7

(1) Wajih Pajak yang telah terdafiar sebelummnya dapat
langsung melakukan pembayaran Pajak berdasarkan
SKKP, tanpa mengisi SP30.

i2) Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan
pelayanan tidak bisa didlakukan karena sesuatu hal
seperti kerusakan  soffware. Juardusare, jarmgsn
komputer dan sarana penurgang lainnya yang

keria benkutn_ya dengan Odak dikenakan sanksi
administratif dan dibuatkan berita wmcam  yang
ditandatangani oleh Kepala UPTH, Petugss Kepolisian
Dserah dan Petugas PT (Persero) Jasa Rahorsas

3] Apabila Kepala UPTH scbagaimana dimaksud pada
ayat 2 tidak berads Sl eI At maka
penandatanganan berita acara dapat dilakukan oleh
peiabat vang ditunjuk sesual dengan kewenangannya,

{4] Berlia acara sebagaimans dimaksud pada ayat (2)
dapat dibuat secara kolelkctif untuk semua waiib Pajak
vang datang mombayar pada harn tersebuat,

5] Format beritn acars sebaganimana dimaksud pada ayat
{2} tercantum dalam Lampiran |l yang merupakan
bagian tdak terpisahkan dari Peraturan OQubernur ind.

Pasal 8

{1] Kendamaan Bermotor vang berasal dar luar Daerash
selama lebdh darsd 3 (tigs! bulan berturut-turut beradna
di Daernbh wajib mendaftarkan dan/atsu melaporkan
kendammannya di UPTB/Kantor Bersama Samsat.

12 Jangksa waktu 3 (tiga) bulan schagnimana dimaksud

pada ayat (1) terhitung sejak tanggal tiba yang
dibuktulcan dengan dokumen vang sah,
Parngraf 2

Penetapan Pajak
Pasal 9

(1) PKB merupakan Psgak vang dipungut berdassricoan
penetapan Kepala Bapenda.

{2] Pajak terutang ditetapkan dengan SKKP berdasarkan
SPAD dan/atau data base PKB.

(3] Dalam hal Wagb Pajak tidak melakukan pendaftaran
schagaimana dimaXsud dalam Pasal 6 avat (1), Kepala
Bapenda dapat menerbitkan SKKP atas Pajak terutang
secara jabatan berdasarkan data yang diperoieh atau
dimiliki olehy Daerah,

(4] Dalam hal becdasarkan hasil Pemenksaan atau
keterangan lain ternyata jumiah PagaXk vang terutang
Jebihh besar dard jumiah Pajnk yang dihitung
berdasarkan SP3D yang disampaikan oleh Wajih Pajak
sebagaimana dimaksud pada avat [2), Kepala Bapenda
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{51 Pajak terutang dltempknn paling fama 5 (llma) tahun
sejak terutangnya Pajak

(6] Penetapan PKB dihitung untuk 12 (dua belas] bulan
berturut-turut  terhitung mulai sast  pendafiaran
Kendaraan Bermotor atau saat jatub tempo PKB,

(7] Apabila jJumiah Pajak vang terutang dalam SKKP
schagaimana dimaksad pada ayat (2) tSdak atau
kurang dibayar setelah tangga! jatuh tempo, dikenakan
sanksi administratifl berupa bungs sebesar 19 {satu
persen) per bulan dari jumbiah Pajak yvang belum

dibayarkan,
(8] BentuXx dan iss SKKP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] tercantum  dalam Lampiran 11 vang

merupakan bagian tidak terpisshikan dari Peraturan
Gubernur ins.

Panal 1O

(1) Besarmya FPKB terutang dihitung dengan cara
tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan PKB.
(2) Dasar Pengenaan PEKB scbhbagaimana dimaksudd pada
ayvat (1} adalah hasil perkalian NJKB dan bobot yvang
mencerTinkan secara refatifl ungkat RXerusakan jslan
dan/atau poencemaran lingkungan akibat penggunaan
Kendarann Bermotor.
(2} Dasar pengenaan PEKB, kbhusus umuk Xendarann
Bermotar di air, ditstapkan hanya berdasarican NJKS.
4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)

menyelenggaraloun .

15} Dalam hal terdapa: Kendarasan Bermotor yang belum
ditetapxan NJKB-nva sscbagnimana dimaksued pada
avat [4), Gubemur dapa: menctapkan Keputusan
Gubemur tentang NJKB sampai dengan ditetapkannya
NJKB olehh Menteri yang menvelenggarakan urusan
bidang Dalson Negers,

16} Penetapan NJKB sebagnimana dimaksud pada avat (5§
mempertimbangkan salah satu arau beberaps fakror,
Valtu harga pasar, rata-rata kenaikan harga  jual
kendarasn di | pasaran umum, masukan  dan
dealer/show room Kendaraan Bermotor, NIJKB dans
daernh lain dan/atau informas: lain dan sumber yang
dapat dipercaya.

17} Keputusan OCOubermur sebagaimans dimaksad pads
ayat (S) semata-mata hanya menctapkan NJKB, ridak
menctapkan kebijakan baru terkait pengelolaan PKB.

{8} Tata carn perhitungan PKB sebagamana dimaksud
pada ayat (1] per jenis kendarsan diuraikan sebags)
bertkat:

2. untuk Kendaraan Bermotor pribadi/Badan scbesar
19 [satua persen) x (dikslil dasar pengenasn PKB!
dan

b. untuk Kendaraan Bermotor sang digunakan untuk
angkutan umum, angkutan karyvawan, angkutan
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sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, kegiatan
sosial dan keagamaan, lembags sosial dan
keagamaan, pemerintals, Pemerintahh Daserah,
Pemerintah Kabupaten /Kota dan pemenntah desa
scbesar 0.5% (ol koma Hima persen) x  (dileali)
dasar pengenaan PRKEB.

Paragral 3
Pembayaran

Fasal 11

(1) PFPemungutan Pagak dilarang diboronglcnrs,

(2) Fembayaran PRKB dapat dilakulkan di:

a. kantor UPTR/Kantor Bersama Samsat Induk, dan

b, unit Samsat Fembantu (Samsat Unggulen]) antara
lairs:

1. Samsat Delicwery Samsatl Cars, Samsat Lorong,

Samsat Call Me|:

Kedal Samsat;

Samsat Dyvive T

Samsat Keliling:

Geral Samsstodan

Lavanan atau tempat ninnya yang dizentukan

aleh Kepala Bapenda,

{3] Pembavaran FPKEB dapa: dilakukan melaluil sransalkst
elektrootik, antarn lnin:

a. samsat Elekironik (e-Samsnt Sulsel) yang
digunakan dalam kerja sama dengan perbankan,
agen bank, penyvedia jass pembayaran lsinnya, dan
Bapenda Suisel Mobile; atau

b, perbankan, Lembagas keuangan atau pilhak ketiga
yang telah bekerda sama dengan  Pemerintah
Daerah dalam hal penyedinan pembayvaran PEB
dan BEBENKEB:

(4) Wajlb Pajak melakukan pembararan Pajak
berdasarkan SKKFP schagamimana dimaksud dalasn
Pasal @ ayvart (2).

(5] Pembayaran Pajak ssbagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan secars non unal melslul | sistesns

pembayaran berbasis elektromik.

Tands bukti pembayaran non tunal merupakan slst

bukt pembayvaran vang sah,

SKKFP yang teinh divalidasi tanda lunas juga berfungsi

sebagnai tanda bukti pembavaran PKB vang sah,

Pembayaran PKEB dibayar sekaligus dimulae untuk

masa 12 [dua belas) bulan.

Besaran PKE yang fercantum dalamm SKKP harus

dilunasd sskaligus,

110} Pembayaran PKB wanb dilakukan paling ambat pada
sanal pendaltaran atau penyampainn SP3D
sebagnimana dimaksud dalam Pasal 6 ayvat (V)
dan/atau pads tangeal jatub tempo.

111} Dalam hal batas waktu sebagaimann dimaksud pada
ayat (10} jatuh pada har libur atau harl yang

QurwN
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diliburkan, maka pembayaran PKB dilakukan paling
lambat pada hari kerja berikutnya.

(12)] Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor
tepat pada waktunya sebageimana dimaksud pada
ayat (10§ dan aya: (11), Wajib Pajak dikenai sanksi
administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dan
PEB terutang vang tidak atau kurang dibayar, dihitung
dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan
tanggal pembayvaran, untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat] bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu] bulan dan ditagih dengan
menggunakan STPD.

113} Bentuk dan isi STPD schagaimans dimaksud pada
ayat (12) tercantum daiam Lampiran 1V  vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubsmur i
aa8 v
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Bagran Kesatu
Umum
Pasal 12

(1) Setiap penverahan pertama atas Kendarsan Bermmsotor
merupakan objek BBENKB.

12} Pemungutan BSNKB dilakukan opleh Kepala Bapenda
melaiui Kepala UPTH,

13} Selaku pemungut BENKB, Bapenda wajib melaloakan
intensifikasi dan ekstensifikasli pemunguisan secoars
maksimal dengan tdak mengabaikan ketentuan
permaturan perundang-undangan yang lebih tinggl dan
kepentingan umum.,

Bagian Kedua
Saat Pajak Terutang
Pasal 13

Sant terutang HANKBE ditetapkan pada saat terjadinya
penyershan pertama atas Kendaraan Hermotor.,

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan Pajak
Paragraf |
Pendaftaran Objek Pajak

Pasal L4
(1] Secuap penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotos
di Daerah wagib didaftarkan di UPTS/Kantor Sersama

Samsat,

(2] B8NKB dipungut pada saat pendaflaran sebagsimana
dimaksud pada ayat (1)

83




Modul PDRD: OPSEN PAJAK DAERAH

(i

{2

{31

()

31

(6]

|

(8j

ol

2

3

Ll

51

-

Pasal 15

Wajib Pajak mendaftarkan dan meiaporkan obsek Pajak
BEBNKEB kepada Kepala Bapenda dengan menggunakarn
SP3D.

SP3D sebapaimans dimaksud pade avat (1] harus diisi
dengan jelas, lengkap dan benar sesuai dengan
lneadan.n objek dan subjek Pajak

Berdasarkan SPF3D sebagaimana dimaksud pada avat
(1], Wajib Pajak mendapatkan NPWPD atau nomor
registrass.

NPWPD sebagaimana dimaksud pada avat |3) ontuk
orang pribedi dihubungkan dengan Nomor Induk
Kependudukan sedangkan untuk Badan dihubungkan
dengan Nomar Iinduk Berusaha,

Dalam hal Wajib Pajak tidak mendasfiarikoan dird,
Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD dan
SKKFP berdasarkan data vang diperoleh ataw dimiliki
alety Daerah

SPAD disampaikan kepada Kepala Bapenda melalul
UPTB, paling lambat 30 (tiga puluh) harl kalender
terhitung sejak terbitnye tangegal faktur.

Dalam hal jatuh tempo sehagaimana dimaksud pada
ayat (6] bertepatan dengan har Hbur atau hari yang
dillburkan, maka SP32D disampailkan paling lambat
pads harl kerjia berikuinya.

SP2D untuk BENKE dipersamakan dengan SP3D PKH.

Pasal 16

Wajih Pajak yang tidak melaksanakan ketentuan
scbagnimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat |6)
dikenakan sanksl sdministratf sebesar 1% (samu
persen) dari pokok Pajak terutang.
Dalam hal keadaan kahar yang menyvebabkan
pelavanan tidak Disa dilakukan karena sesuatu hal
seperti | kerusakan sofftware, hardicare,  jaringan
komputer dan saana  poenunjang  lainnyva  vang
bersamosan dengan tanggal berakhimya  masa
pendaftaran, maka pendafiaran dilakukan pada han
Kerja berikutnva dengan tidak dikenakan sanksi
administratf dan dibuatian beritn acara  yang
ditandatangani oleh Kepala UPTH, Petugas Kepolisian
Daernh dan Petugas PT (Persero) Jasa Raharja.
Apabila Kepala UPTEB sehagnimana dimaksud pada
Avat (4 ticlak Derada ditermpat, oo
bernta acam dapat dilnkukan olch
pejabat vang ditunjuk sesual dengan Kewenangannyva,
Berita acarn sebagaimana dimaksud pada ayat [(2)
dapat dibuat secars kolektif untuk semuas Wajib Pajak
yvang datang membayvar padas han tersebut,
Faormat beritn acara sebagnimana dimaksud pada oyt
(3) tercantum dalam Lampirasn V. yang merupakan
bagian tiiak terpisahkan dar Peraturan Gubernur ini.
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Farsgraf 2
Penetapan Pajak

Pasal 17

{1] BBNKEB merupakan Pajak vang dipungut berdasarkan
penetapan Kepala Bapenda.

(2] BBNKEB ditetapkan dengan SKKF berdasarkan SP3D.

{31 Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan
sebagamana dimaksud dalam Pasal 15 avar (V).

(4] Dalam hal becrdasarkan hasil Pemenksasan atau
keterangan lain termyvata jumiah Pajak vang terutang
jebhih DbDesar dar jumlah Pajak yang dihitung
berdasarian SP3D yvang disampailcan olehh Wajth Pajalk
sehagaimana dimaksud pada avat (2), Kepalas Bapenda
dapat menetapkan Pajalc terutang dengan
menggunakan SKKP.

(5] Pajak terutang ditetapkan paling lama 5 (lima] sahun
ssjak terutangnys Pagak

(6] Bentuk dan isi SKKP sechagrimana dimaksod pada
ayat (2] tercantum  dalam Lampiran VI yang
merupakan baginn tdak terpisahkan dan Peraturan
Gubermur ini,

Paszal 18

(7] Besunya BBNKB terutang dihitung dengan camm
mengalikan tarif HENKE dengan NJKEB,

(2] NIKB ssbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
NJIKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4],
ayar (5], ayat 6], dan ayat (7).

(3] Tata carn perhitungan BEBNKSB ssbagaimana dimaksod
pada syat (1) adalah 7% (tajuh persen) x (dikaly)
NJIKB.

Paragrafl 3
Pembayaran

Pasal 19

(1] Pemungutan BENKEB dilarang diborongkan

(2} HBNKB dibayar pada saat pendaftaran.

(3] BBNKB dtba,yar paling lama 30 {tiga puluh) harl sejak
tangeal fnktur.

(4] Pembayaran BHBNKB dilakukan o UPTH/RKantor
Bersama Samsat,

(S)] Wajpitb Pajak melakukan pembayaran BENKB yang
terutang berdasarkan SKKP schagaimana dimaksod
dalarn Pasal 17 ayat (2).

(6] Pembavaran BENKE sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan melalui sistem pembavarsan berbasis
elektronik,
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(7] Tanda bukti pembayaran non tunm merupakan alat
buktl pembayaran vang sah.

{8] Dalam hal Wajib Pajak membayar BBNKB sekabgus
PKH, maka tanda bukn pembavaran diterbithan dakam
=atu SKK™

(9] Hesaran BBENKH terutang yang tercantum dalam
SKKP, harus dilunas: sekaligus,

{10) Dalam hal gatch tempo pembayaran jatuh pada bhari
libur atau han vang diliburkan, malka pembayaran
dilakukan paling lambat pada har Xecja benkutnya,

{11) Dalam hal Wajibh Pajak tidak membayar tepat pada
waktunya sebagaimana dimaksud pada avatl (3) Walib
Pajak dikenai sanksi administratif ssbesar 1% (satu
persen) per Dulan dari BBNKB terutang yvang tidak
atau kurang dibayar, dilvitung dari nmgpl jtuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran,

untuk jenpka waktu paling lams 249 (dus puluhb empan)
bulan serta bagan dan bulan dihitung penuh 1 {satu)
bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD,

BAB V
PEMBUKUAN

Pasal 20

{1l Besamya penectapan dan pembavaran Pajak dicararc
dan dihimpun dalam buku penerimaan Pajak.

{2] Buku penenmaan Pajak schaganimana dimaksoed pada
avar (1) memuat daftar penctapan, penoenimaan dan
tungeakan Pajek.

{3] Dafiar penctapan, penerimaan, dan tunggakan
sechagaimana dimaksud pada ayart (23 menjadl dasar
pelaporan realisasi penerirmmaan dan tunggalkan Pajalk
secars berkelanjutan, sesusl masa Pajak.

(4] Laporan sebagaimana dimaksud peda ayacr (3)
disampaikan olch masing masing Kepala UPTE kepada
Kepala Bapends paling fambat 7 [(tujub)] han Kerja
bulan berikutnva.

(5] Bentuk dan Isd buku penerimsan Pajak schagaimans
dimaksud pada ayat [1) tercantum dalam Lampiran Vil
yvang merupakan bagian ndak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini,

Pasal 21

{1} Wajibh Pajak wajibh melakukan pembukuan atawc
pencatatan secars elektronik dan/stau non-elekironik,
dengan ketentunn:

A bagl Wajib Paak yang meiakukan usahba dengan
peredaran usshn paling sedikit
Rp4 800.000,.000,00 |(empat miliar delapan ratus
juta rupiah) per mhun wajiib menyelengesrakan
pembuakuan; dan

L. bagl Waib Pa,n.k vang melakukan usahsa dengan

peredaran usaha kurang dar RpS 800.000.000,00
lempar millar delapan ratus juta rupiah) per tshun
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dapatl memilih menyelenggnrakan pembukuan atnue
penDcatatan.

(2] PembuXkusan atau pencatatan barus disslenggarakan
dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan
keadaan atau kegiaran usaha yang sebhenamysa.

(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud poada myat (1)
dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang tecrkait dengan
pembukuan,

(1) Pencatatan scbagalmana dimaksud pade ayat {1) bural
b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau
data penjualan beserra buktl peadukungnya agar
dapat digunakan untuk menghitung bessran Pojak
yang terutang.

(%5 Buku, catatan, dan dokumen vang menjacdi dasar
pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil
pengolahan dats dan pembakuan yang dikelols secara
clekonik  atau  secara  program aplikasi  anline
scehbaganimana dimaksud pada ayas (1) \ﬂujb disimpan
selama 5 (lma) tahun dif Indonesta di tempat kegintan
atau tempat tinggal wajib Pajak omng pribaedi, atau
ditempat kedudukan wajlb Pajak badan.

BAB VI
PENAGIHAN DAN KEDALUWARSA

Baglan Kesato
Surat Tagihan Pajak
Pasal 22

{1} Dwlam jangka waktu paling lama 5 (llma) tahun seisk
terutangnyva Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan
STPD

{2} Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis
Pajak yang dipungut scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a dan huruf b dalam hal:

2 Pajak Terutang dalam SKKP, tidak atau kurang
dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;

b. Surar Keputusan Pembetulan, Sumt Keputusan
Keberatan, dan putusan banding, tidak atac kurang
dibayar setelah jatuh tempo pembayaran,; atmu

<. Wajid Pajak dikenakan sanks: admimistratif.

{31 Jumlah tagihan dalam STPD schagaimana dimaksad
pada aysat (2f hurul &, berupa pokok Pajak yvang kurang
dibayar ditambah dengan pemberian sank=i
administranl! sebesar 19 {sstu persen) per bulan dari
Pajak yvang kurang dibayar, dihitung dan tanggal jatuh
tempo Pembayaran sampal dengan wmngeal
pembayaran, untuk jangks waktu paling lama 24 (dua
pulub empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta
bagian dar balan dihitung penuhb 1 (satu) bulan.

(4] Jumiah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat [2) haraf b, dikenal sanks: adminestrstlf
sebesar 0,69 (nol Xoma enam persen) per bulan dard
Pajak yang tidak atau kurang dibayvar, dihitung dar
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tanggal jatuh tempe pembayaran sampai dengan
tanggal pemmbaynran, untuk jangks waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnva
Pajak serta bagian dari bulan dihitung peniub | (satu)
bulan,

Bagian Kedua
Penagihan

Pasal 23

{1} Uteang Pajak seboagsimana tercantum  dalam SXKP,
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan putusan banding merupakan doasar
penagihan Pajalk.

2] Aas dasar penagihan Pa@ak scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), utang Pajak yang belum jatuh tempo
pembavaran atau  pedunasan, dapar  dilakukan
imbauan.

{3} Dalam hal dasar penagihan Pajak scbhagaimana
dimaksud pada ayat [1) tidak dilunasi setelah jatuh
tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan
penagihan Pajak sesual dengan Ketentuan peratursn
perundang-undangan mengenai perpajakan

Pasal 24

{1] Dalam rmngka melaksanakan penaghan Pajak
sebhagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3],
Gubemur menunjuk  Kepala  Bapenda untuk
mefaksanakan Penagihan,

{2] Dalam mngka melaksanakan penaghan Pajak
schagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapends

berwennng: )
a. mengangkiat dan memberhentikan jurusitza Pajak,

és

|BUrat teguran;

surat perintah penagihan sekettka dan

sekaligus.

surat pakss.

surat perintah melaksanakan penyitaan,

surat perintsh penyanderaan;

surat pencabutan sita;

pengumuman lefang:

surat penentuan harga limit,

pembatalan lelang, dan

lo surat lain yang diperlukan untuk pefaksannan
penagihan Pajak.

(3] Jurusita Pajak scebagaimana dimaksud pada avat (2)
huruf a melaksanakan penagihan Pajak sesusi dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

SPENPRAL M-
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Pasal 25

{1} Tama cara Penagihan Pajak scehbagnimana dimalksud
dalam Pasal 29 avat (3) diawall dengan penerbitan
suratl teguran.

2} Surat teguran sebagalimans dimaksud pada avat (1)
mencantumikan batas waktu pelunssan utang Pajek
oleh penanggung Pajalk.

13} Dalarm hal batas wakiu sebhagaimana dimaksad pada
aynt |2} terlampaui dan Wajid Pagak belum melunas:
utang Psjak, terhadap penanggung Pajak diterbitkan
surat paksa,

{4) Khusus untuk penanggung Pajak yvang telah disetujual
untuk mengangsiur atau menunda pembavaran Pajak,
atas utang Pajak yang diangsur atau  ditunda
pembayarannya tdak diterbitkan surat teguran,

3} Dalam hal kewnjiban pembavaran utang Pajak

dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan
setelah melewau satuh tempo, diterbitkan surat paksa
taunpa didahului surat teguran,

6} Surat paksa schagaimana dimaksud pada ayat (3]
diberitahukan satau disampaikan oleh jurusita Pajak
kepada penanggung Pajak.

I7) Dalam hal penanggung Pajak tdak melunsst wtang
Pajaknya setelah melewat: jangka waktu 2 x 24 (duas
kalt dua puluh empar] jam  sedak surat paksa
disampatkan sebagammana dimaksad padas ayat (6),
diterbitkan surat perintah melaksanakan penvitaan.

(8) Dalam hal utang Pajak dan/atau aya
Pajak tidak dilunasi sctelah dilaksanakan pen)-ltann
berdasarkan surat ponntah melaksanakan penyvitaan
sebagnimana dimaksud pada ayat {7), Kepala Bapenda
berwenang melaksanakan penjualan secarm  Ielang
melaiui kantor lelang terbadap barang vang disita.

(9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat
setclah (angka wakiu 13 {empat belas) harl terhitung
sejak prngumuman lelang

(10) Pengumuman lelang schagaimana dimaksued pada ayat
19), dilaksanakan paling cepat setelah Jewal jangks
walktu 14 |empat belas) han terhitung scjak dilakukan
penvitsan

(11) Hasdil lefang dipergunakan teclebdh dahulu  untuk
membayvar biaya penagihan Pajank dan sisanva untuk
membavar utang Pajak vang belum dibavar.

Bagian Ketiga
Kedaluwnrss

Pasal 26
(1) Hakx untuk melakukan penagiban Pajak ssbhagsimans
dimaksud dalam Pasal 22 awyat (1) menjadd

kedaluwarsa serelah melampaul waktu 5 {(ma) tahun
terthitung sejrk sant terutangnya Pajank, Kecuali apabiin
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Wajib Pajak melakukan tindak pidana i bidang
perpajakan Daecrah.

(2] Kedaluwarss penagihan Pajak sehagaimana dimaksod
padae ayat (1) tertanggub apabiia.

a diterbitkan surat teguran dan/atau surat pakss;
atau

b ada pengakuan utang Pajak dan wajib Pajak, bak
langsung maupun tidak langsung

(3] Dalam hal diterbithkan surat teguran dan/atau sarmst
paksa schagaimana dimaksud padas avat (2) huruf a,
kedaluwarsa penagihan  dihitung  sejak tanggal
penvampalan surst teguran dan/atau surat paksa

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung ssbagaimana
dimaksud pada avat (2) huruf b, antara lain apabila
Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatalcan masih
mempunyei utang Pajak dan belum melunasinva
kepada Pemerintah Daerah.

I5) Fengakuan utang Pajak secara tidak langsung
sehagaimana dimsksud pada ayat [2) huruf b dapat
diketahui den pengajuan permohonan angsuran atau
prnundaan pembayaran dan permobonan keberatan
oleh Walib Psjak.

16} Dalam hal ada pengakuan utang Pajak darl Wajib
Pajak schagaimana dimaksud pada ayar (2] huruf b,
kedaluwarsas penagiban dihitung sejak  tangeal
pengakuan tersebut

(7] Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karens
hak untuk melakukan pensghan sudah Xedaluwarns
atau karena sehad yang lain dapat dibapuskan.

(8] Ketentuan lebii  lanjut mengenat  tats Ccars
penghapusan piutang Pajak berpedoman  sesund
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB VIl
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Fasal 27

(1) ¥epalsa Bapenda karena jabatannya atau karena
permobonan Wajib Pajak dapat melakukan
pembetulan STPD, SKKP, SKPDKB, SKPDKBT, atau
SKFDLSB yang dalam penerbitannys terdapat
kkesalanhan tulis, kesalahan hitung., dan/atau
kekeliruan dalam prnerapan  peraturan  perundang.

undangan Daerakh,

12} Pembetulan sebhagaimana dimaksud peds ayat (1)
ditetapkan dalam surat keputusan pembetulan,

13} Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan
Wajib Pajek sebagaimana dimaksud pada ayvat (1),
Kepala Baperndia menindakianjuti permohonan tersebut
dengan melakukan penclitian terhadap permohonan
Wayib Pajak.

{%! Dalam mngka penclitian schagaimana dimaksud pacda
ayat (3], Kepala Bapenda dapa' meminta data,
informasi, dan /atac keterangan yang diperiulkan.
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15) Dalam hal! pemberulan didasarkan atas permobonan
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada avat (3],
Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan
FPembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tangeal surat permohonan pembetulan diterima.
(6) Sumt Keputusan Pembetulan sebagaimans dimaksad
peda avat (5) berisi keputusan berupac
a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan
membetulkan kesalnhan atau kekeliruan yang
dapat berupa menambahkan, mengumngkan, atnu
menghapuskan jumlah  Pajak syang terutang,
mauvpun sanks administratif, dan kenadkan Pajak;
atau

b membatalkan STPD atau membatalkan hasil
pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yvang
dilaksannkan atau diterbitkan tidak sesusi dengan
tata cara yang ditentukan; dan

c. menolak perrmohonan Wajlb Pajak

Pasal 28

{1 Permohonan pembetulan atau pembatainn ketetapan
Pajak atas SEKF amau STFD harus disampaikan
kepada Kepala Bapenda paling lambat 30 [tiga puluh}
har kalender seiak dlitenmanyva surat ketetapan ataa
surat tagiuan,

{2] Permohonan sebagaimana dimaksud pada aya: (1)
diajukan secarn tertulis dalsam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan yang jelas dan dilengksags
dokumen pendukung vang diperiulcan,

{3} Kepaia Bapenda menindaklanius permohonan
aschagaimana dimaksud pada avat (1) dengan
melakukan penelitian terhadap pormohonan Wajib

Pajak.
{3} Permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (2)
tidak menunda kewajiban membayar Pajak

Pasa: 29

1) Kepals Bapends wajib menerhbitkan Surat Keputusan
Pembetulan atau pembatalan ketetapan Pagak dalam
Jangka waktu paling lama 6 {enam) bulan scjak tangesl
surst permohonan diterima.

(2) Apabila sampai batas waktu scbagaimans dimaksud
pada avar (1) tdak dipenuhl, maka permohonan Wajits
fajak daanggap dikabulkan.

BAB VIII
PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 30
(1) Kepala Bapenda berwenang melakukan pemenksaan

untuk menguji kepatuban pemenuhan  Kewajlban
Pajak dan twuasn lain dalam mangks melaksanakan
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ketentuan peraturan perundang-undangsan mengenai

Pajak.

Pemenksaan untuk mengujl kepatuhan pemenulbsan

kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud padae

avat (1) dilakukan dalam hal:

®, Wajib Pajak mengajukan pengembalinn  atau
kompensasi kelebihan pembayvaran Pajak:

b, terdapat keterangan lain berupe data Xonkret vang
menunjukkan bahwa Pajak yvang terutang tidak
atau kurang dibayar; atau

c. Wajib Pajak wvang terpilih  untuk dilakukan
Pemenksasn berdasarkan analisis risiko,

Pemeriksaan untuk  tyuan  lain

dimaksud pada ayat |J) dilakukan paling sedilde

untuk:

a. pemberzan NPWPD secara jabatan,

b, penghapusan NPWPD;

c  penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;

d, pencocokan data dan/ataa alat keterangan:

=. pemeriksasn dalam ranglka  penagihan Pajak;
dan/atau

[ tindak lanjut hasil monitornng, evaluasi dan/atau
penelitian Pajak.

Pemerikssan untuk tujuan [ain schagaimana

dimaksud pada avar (3 melipun penentuan,

pencocokan, atayu pengumpulan matert yvang berkaitan
dengan tujuan pemeriksaan.

Ketentusn  Jebih  lanjut  mengena  tata cara

pemeriksaan berpedoman pada  Peraturan Menteri

yang menyelenggarnkan urusan bidang Reuangan
mengensi pedoman pemeriksaan Pajak.

Pasai 31

Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagasmann
dimaksud dalam Pasal 30, kewajiban Wasib Pajak yang
dxpcrﬂm meliputi
memperiihatkan dan/stau meminjamkan buku
atau catatan, dokumen yang menjadl dasamya,
dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek Pajak yang terutang;

b, memberikan kesempatan untuk memasuki empat
atau  ruangan vang dianggap periu dan
memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan /astau

diperiksa paling sedikit
# meminta identitas dan bukti  penugasan

pemeriksaan kepada pemenksa;
b, meminta kepada pemerikss untuk eemberikan

pergelasan tentang alnsan dan tujuan
pemeriksaan: dan
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c. menerima dokumen hasil pemeriksaan sertn
memberikan tanggapan atau pernjelasan atas hasil
pemeriksaan.

(3) Dalam hal Wajib Pajank tidak memenubla kewajiban
sebagamana dimaksud pada avat (1], besarnya Pajak
terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesaty
Keberatan

Pasal 32

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan kebermtan
Gubernur melalui Kepala Bapenda tertiadap SKKP dan
suratl ketetnpan Pajak lainnys.

2} Keberatan ssebagaimans dimeksud pada ayar (1)
diajukan secars tertulis dalam bahasa Indaonesss
dengan mengemukaican jumiab Pajak terutang atau

Pajak wang dipotong atau dipungur,
berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan
disertai alasan vang jelas.

1) Pengajuan Kkeberatan sehagaimana dimaksud pads
avat {1) harus dinjukan dalam jangks waktu paling
lama 3 (tgs) bulan sejak tanzegal SKKP dikinm atau
anggal pemotangan atau pemungutan, kecuall jika
Wasih Pagak dapat menunjuklcaan babwa jangika walktu
itu tidak dapar dipenuht karena keadasn lahar.

%) Keadann kahar sebagaimana dimaksod pada ayat (3)
medipati:

. bencana atam;

kebakararn;

kerusuhan massal atau huru hara

wabah penmvakit; dan/atau

kecelakaan /musibah yang tidak dapat dihindari.

15) chemmn dapat diajulkan apabila Wajib Pajak telah
membayar Poxjak terutang dalam SKKP pabing sedikit
sejumiah yang telah disetujul Wajib Pajak.

|16) Keberatan vang tidak memenuht pernvaratan
schagaimana dimaksud pada ayar (1), syar (21, ayar (3)
dan ayat (5) tideak diangeap sebagas surat keberatan,

{7} Tanda penerimaan surat keberatsan dari Bapenda
kepada Wajib Pajai, menjadi tanda bukti pensecimsan
surat keberntan.

{8} Dalam bal Wajilb Pajak mengajukan keberstan, jangka
waktu pelunassn atas jumiah Pajak yang belum
dibayvar pada saat pengajuan, tertangguh sampal
dengan 1 [satu) bulan sejak tangeal penerbitan Surat
Keputusan Keberatan,

ApaTs

Passl 33

1] CGubemur melalui Kepals Bapends harus members
keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksod
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dalam Pasal 32 ayart (1) yang diajukan oleh Wailty

Pajak.

(2} Dalam membenkan keputusan sebagaunana dimaksud
pada ayat (1], Gubemur melalul Kepala Bapenda dapat
melakukan pemenksann.

(3] Keputusan CQubernmur sebhagrimana dimaksud pacda
ayat [1) ditetapkan dalam jangks waktu paling lama 12
(dua belas] bulan sejak tanggal surat keberatan
diterimsa,

(4] Keputusan Gubernur atas keberntan dapat berupa:

a. menenma seluruhnya;

. menerima sebaginn;

c. menolak; atau

d. menambah besarnye juminh Pajak yang tecutang.

(5] Apabdla dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayart (3), Gubemur tidak memberi suatu
Keputusan, keberatoen yang dinjulcan tersebut dianggap
diterima.

Pasal 34

(1] Dalam hal peoengajuan Kebermtan Pajak dikabalioan
sebagpan atau  secilurchnya, kelebdhan pembavaran
Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan Dunsgs
sebesar 06% (nol koma enam persen) per bulan
dibitung dari Pagak vang lebih dibayar untuk jangks
wakiu paling lams 29 (dua puluh empat) bulan serea

3 dan bualan dihitung penul ! (satu)} balan.

(21 Imbalan bungs sebagaimana dimaksud peds ayat (D
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan,

(3) Dalam hal keberatan wajib Pajak ditolak atau
dikahullkan sebhagian, Wajib Pajak dikena: sanksi
administratif berups denda sebesar 3076 (uga pulub
persen) dan jumliah Pgjak berdasarkan keputusan
keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibavar
sebelum mengajukan keberatan

Bagéian Kedun
Banding

Passl 35

(1) Wajib Pagak dapat mengajukan pernmohonan banding
hanya kepada badan peradilan Pajak atas Surat
Keputusan Keberatan yang ditetapkan ofeh Gubernur
sebagaimans dimaksud dalam Pasal 33 paling lama 3
[tiga] bulan sejak keputusan diterima dengan dilampdrs
salinan Surat Keputusan Keberatan.

2} PFPermobonan banding ssbagaimana dimaksud pada
avat (1) diajukan secara terntulis dalam bahass
indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas,

(37 Permobonan banding scbagammana dimaksud pada
avat (1) menangguhkan koewsgjiban membavar Pajek
sampai dengan 1 (satu) balan sejalk tanggal penerbitan
putusan banding.
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(4) Pengajuan banding dilaksanalan sesuni dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

1) Dalam hal permobonan banding dikabulkan sebagian
atau  seluruhnva, kKelebihan pembayaran Pojak
dikembalikan dengan ditambab imbalan denda sebesar
0.6% (nol Xkoma enam persen| per bulan dihitung dan
Pajek yang lebih dibavar untuk jangka waktu p-!mg
lama 24 {dua puluh empat} bulan serta bagian dan
bulan dihitung penub 1 (satu) balan,

(2) Imbalan denda sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
dihitung sefak bulan pelunassan sampal dengan
diterbitkannya Putusan Banding.

(3 Dalam hal Wajib Pajak mengaukan permohonan

sanksi admimnsirat! Derups denda sebessr
3% (tga pulul persen) sebagrimana dimakaud dalam
Pasal 32 avat |3} udak dikenakan.

[4) DPalam hal permohonan banding  ditolak  atau
dikahullian sebagian, Wajhb Pajak dikenal sanks:
administratil berupa denda sebesar 602 jenam puiuh
persen| dan juminh Pajak berdasarikan putusan
banding dikurangi dengan Pajak vang telsh dibavar
sebelum mengajukan keberatan

BAB X
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 37

1) Gubermnur dapat memberikan msentif Pajak berupa
pengurangan, keringanan, dan pembebasan  atau
penghapusan atas pokok Pajak yang berlaku umum
sesunl kebhnjakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Dacrah,

(2} Insentif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan atas perumbangan untuk:

a, menjalankan amanah peraturan vang lebih tinggs;

b, mendukung Program SITRICHIR
Pemernintah / Nasional;

c. memberikan msentif fiskal kepada pelaku usahac

d. membenkan kemudahan berusahae;

e mendorong perekononmiarn.

. kegiatan sosdal, keagamaan dan pemernntahan,

g mendukung kebijakan SIrategis Pemerintah
Daerah; dan

. mencapal  sasaran lertentu yang  merupakan
RKepentingan urmum maupun Kepentingan
Permerintah Daerah

13)  nsentif Pajek sehagaimana dimaksud pads ayet (2

dapat mencakup pakok tunggakan pajak dan/ataa
sanks administratif.
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[4) Insentif Pajak  ditetapkan dengan Keputusan

Cubermur.
Pasal 38

(1} Gubemur dapat memberikan insentif pajak berupa
pengurangan, kKeringanan, dan pembebasan Pajak
yang berlaku kbusus untuk Walib Pa@ak sang
mengajulan permohonan.

2] Pemberian insentf! Paakx schagamana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan atas perturmnmbangan’

aobjek pajak rusak dan tikdak dapat digunakan

dalam jangka waktu tertentu;

objek pajak mmusnah atau hilsng

wajit pajak pailit;

keadaan kahar;

kemampuan wazib pagaic

mendorong perekonomian daersh

kegiatan sosial, keagamann dan pemerintahan;

mendukung program strategis pemenntah decrah;

dan/mtau

untuk mencapal tujuan tectentu derm kepentingan

umum dan pemerintahan,

(31 Pemberian insentsf pajak yang meliputi pokok pajak
dan sankst administratif ditetapkan dengan Keputusan
CGubernur vang ditandatangani oleh sekretaris Daecrah,

(4] Pemberinn msentif pojnk khusus terhodap sanks|
administtard berupa denda dan/famtmu bunga
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur vang
ditandatangani olch Kepala Bapenda.

(5] Pemberian keringanan pajak ditetapkan oleh Kepala
Bapenda.

FampanT

Pasal 39

{1} Insenul Payjak berups pengurmngan, keringanan, dan
pembebasan Pajak  sebagaimana  dimaksod  dalam
Pasai 38 avat (1) diajukan olek Wajib Pajak secara
tertulis Kepada Gubernur melalul Repala Bapenda.

12} Sumt permochonan sebagnimana dimaksud pada ayal
{1 dilampiri dengan SKKP dan bukti pendukung vang
menyataksan kebenaran alasan permobonan
pengurangan, kennganan dan pembebasan Pajak.

13} Gubemur membertkan jawaban atas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 12
(dun belasi bulan sejak suTmt permobonan
disam

{4} Dalam hal Gubemur tidak membernkan jawaban
sampeal dengan hatasan waktu schbagaimana dimaksud
pada ayat (3], permobonan pengurangan, kernnganan,
dan pembebasan Pajak dianggap dikabullcan,
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BAB X1
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 40

|1} Keletnhan pembayaran dapat terjad: karena:
A, kesslahan pengisian data dentitas Kendaraan
Bermotor dalam data objek dan Subjek Pajak:
b. kesalahan penetapan;
¢, 2 |[dua) kKali atau lebih pembavarsn untuk objek
dan subjek kendaraan vang sama;
d. pengalihan status Kendaraan Bermotor darn
kendaraan pribadi menjadi kendaraan urmum;
e, diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan,
pongurangan ketotapan atau pengurangan sanksi
. diternimanya permohanan keberatan; atau
£ diterimanva permohonan banding.
12} Kelebihan pembayaran dikompensasikan untuk
membayvar kewajiban Pagak berikutnya dan /atau utang
Pajak lainnya.

Pasal 41

(1] Dailam hal tidak asds kewsjiban Pajak bertkutnya,
maupun utang Pajak ainnya sebagmimana dimaksod
dalam Pasal 40 ayat (2), Wajib Pajak dapeat
mengajukan permohonan pengembalian . kelebdban
poembayvaran atau restitusi

{2} Pengajuan permahonan restitusi schagaimana
dimakaud pada ayat (1] dilakukan dengan cares sebagni
berikout:

A Waiib Pajak atsu kuasanva mengajukan surat
permohonan secara tertulis paling lambat 3 {tga)
bulan sciak tangeal kewetapan  Pajlak/taghan
Pajak /keputusan atas keberatan dan banding.

b. melampirkan fotokopi Buku Kepemililcan
Kendaraan Bermotor, fotokogps STNE, fotokops SKKP
vang telah Junas atau dokumen bBun yang
dipersamakan; dan
rekomendasi dari Kepala UPTEB sstempat.

13 Ke‘p-h Bapenda dalam jongks waktu paling lama 6
{enam) bulan sejak diterimanyas permohonan resticus!
harus memberikan keputusan.

(4] Dalam hal kepurusan tidak diberikan sampai dengan
batas wakru scbhagaimana dimaksud pada avar (2)
huruf a, maka pemohonan dianggap dikabulkan dan
SKPDLE harus diterbatkan dalam jangka wakiu paling
lama 1 [sata) bulan.

{Si Pengembalian kelelrhan pembavaran harus dilakukan
dafam waktu 2 [dua) bulan sejak diterbitkannys
SKPDLB dengan menerbitkan surat penntah
membayar kelchihan pajak.

{6} Dalam hal pengembalian kelebdban pembayaran Pajak
dilalkukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak
diterbitknnnya SKPDLE, Waih Pajak menenmas
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imbalan bunga sebesar 0.6% [nol koma enam persen)
per bulan atas keteriambatan pembayaran tersebut.

BARB X1
OPSEN

HBagan Kesatu
Pemungutan

Pasal 42

Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dan:
A PKB; dan

b. BBNKB.

Opsen PKB dan Opsen BENKH sehagammana dimaksad
pada avat () buruf a dan huruf b ddasarkan pada
nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat
pemibk Kendaraan Bermestor i wilavah Kabupaten)
Kot

Besaran pokok Opsen PRB dan Opsen BENKS yang

terutang dihitung dengan cara mengalikan taril Fajak
sebesar 66% (enam puluh enam persen| dengan dasar
pengensan Pagak sehagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1] dan ayat (2], dan Pasal 18 ayat (1)
Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak
terutang  sebagaimana dimaksud pada avar (1)
dilakulan bemamaan dengan Pemungutan Pajak
terutang dart PXKEB dan BENKR
Contoh perhritungan Opsen PEB dan Opsen BEBNKB
scehagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahlcan dan Peraturan
Gubernur i

Hagian Kedusa
Penetapan, Pembayvaran dan Penvetaran
Opsen PRB dan Opsen BENKS

Pasal 43

Hesaman pokok Opsen PKB dan Opsen HDEANKEB
terutang sebagaimans dimaksud dalam Pasal 42 avat
33 ditetaplcan oieh Gubernur di wilayah
Xabupaten/Kota tersebut berada dan dicantumbkan o
dalam SKKP schagaimana dimaksud dalam Pasal 9
avat (2] dan Pasal 17 avat (2).

Wajlb Pajak Opsen PKH dan Opasen BENKEB membayar
Pajak terutang berdasarkan SEKP  sebagaimane
dimaeksud pada ayat (1],

SKKFP ssbagaimann dimaksud pada asat (1] dapat
berupa dokumen penctapan  dan | pembayaran
scbagaimans diatur dalsaom kctemm PCTATUTRN

Pembavaran Opesen PREB dan Opaen BBNKB dilskukan
bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB.
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(5] Pembayaran Opsen PKH dan Opsen BBNKB langsung
masuk ke kas Daerash Kabupaten/Kota, sedangkan
pembayarun PKE dan BBNKE langsung msasuk ke
RKUD,

(6] Dalam hal pembayaran sebagamana dimaksud
ayat (4) tidak dilakulkan olehr Walibh Psjak, Gubernur
melakukan penagibhan.

(7] Penagihan schagaimana dimaksud pada ayvet ([6)
termasuk penagihan sanksl administeatil atas Opsen
PKE dan/atau Opsen BENKB.

(8] Dalam hal hasil penagihan scbagaimana dimaksud
pada ayat (6], bagian Opsen PKB dan/atau Opsen
BBNKE disectarkan ke kas Daerah Kabupaten/Kota
bersameaan dengan saat ditorimanya pembayvaran PEKB
dan BBNKB di RKUD.

Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Opsen PKB dan Opsen BENKB

Fasal 42

{1} Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebibhan pembayaran
PKB dan/arau BBNKB kepada Gubernur yvang disebabkan
oleh keadann sebagnimana dimaksud dalam Pasal 40 ayatr
{1}, pengembalian kKelebihan pembayaran PKB dan/atau
BBNKB termasuk memperfritungkan pengembalian
loelebﬂ;m pembavaran Opsen PKB  dan/atau  Opsen
BHNKH.

{2} Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayvat (1] disetujul, Qubemur menerbitkan
SKPDLB FPKB dan/atau SKPDLB BEBNKB dengan Xetentuan

a diatur dalam Pasal 41.

(3 thnan SKPDLB schagaimana dimaksud pada avat (2)
disampaikcan kepada bupati/walikota, pada  han
penerbitan atau paling lambaz 3 (tiga)] han kerjs sejak
SKPDLE srbagaimana dimaksud pada aynt (2] diterbitkan.

(4] Gubemur mengembalikan kelebthan pembayaran PKB dan
Opsen PEKB, dan/atau BBNKB dan Opsen BENKB kepada
Wajib Pajak berdasarkan SKPDLE sebageimana dimaksud
pada ayat (2] paling lama 2 (dua) bulan sciak

diterbitkannya SKPFDLB.
{5) Berdasarkun SKPDLB sebagnimana dimaksud pada ayvat
(3, bupat/wallkota mengembalikan keletyihan

pembayvaran Opsen PKB dun/atau Opsen BEBENKB ke RKUD
paling lambat 6 (enam) bulan sejalk terhitnya SKPDLE

(6) Apabila datam fangka waktu 6 {enam) bulan sebageirmnans
dimaksud pada ayat ([5] bapat/walikotn belum
mengembalikan kelebihan pembavaran  Opsen  PKS
dan/atau Opsen BENKB, maka Gubernur melakukan
pemotongan melalui dana bagi hasil Pajak.

(V) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat  (6)
didasarkan beritn acara hasil rekonsiliasi antarm Bapenda
Provinsi dengan Bapenda Kabupaten /Kota

(8] Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKS
dan/atace Opsen BENKEB sebagaimana dimaksud pada ayat
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(S), sesuai dengan Xetentuan pernturan  perundang-
undangan.

Bagian Keempat
Sinergl Pemungutan Opsen

Pasal 45

{1} Dalam mngka optimalisas) penernmann:
a. PKB dan Opoen PKH; dan
b. BENKB dan Opsen BENKB,
Pemerintah Daermsh bersinergi dengan Pemenntah
Daerah Kabupaten/Kots,

2] Sinergi sebagaimana dimaksud pacda avat (1) berupa
sinergi pendanaan untuk biava yang muncul dalam
pemungiatan PEKB, Opsen PKB, BEBNKS, Opsen BENKB,
amu bentuk sinerg: lainniya.

Pasal 46

{1] Dalam rmangka sinerg: pemungutan PKB, BBNKB,
Opsen PKB dan Opsen BEBNKEH, Pemernintah Daerah
dan Pemernmah Kabupaten/Kota secara bersama-
sama rmelakuboarn:

a. integras: data/host to host;

b, pertukaran data dan/atau  pemanfastan  data
perpajakan, perizinan, serta datan atau  informas
lainnys yansg terkait dengan obsek dan Subjek

Pajak,
c. pendataan objek dan subjek PKB /Opsen PKS dan
BBENKS/Opsen HENKEB,
PEB/Opsen PEB dan BBNKB/Opsen

&

BENKH:
pengawasan dan penclittan PFXKB/Ogpsen PEKE dan
BENKH /Opsen BENKS;

o

. konfirmass ssatus Wajib Pajak,

£ sosialisasi PKB/Opsen PKH dan BBNKEB;/Opsen
BENKE;

h. pelatihan dan pembinasn samber davae manusia
aparatur;

i.  Sharing pembiavaan; dan

i. penyediaan sarana dan prasarana pemungutan

Pajak.
{2} Kegiatan lain yang dipandang periu untuk

dilaksanslan dalam rangka mengoptimalican

penerimaan PKB/Opsen PKB dan BBNKEB/Opsen

BBNKB.

Baglan Kelima
Rekonsilia=si Pajak

Pasal 47

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, Bapenda
bersarna bank tempat pembsyaran PRB dan BBENKB
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melakukan rekonsilins: data penerimaan PRKB, BENKB
sertn Opmen PKB dan Opsen BENKS sctiap triwuian,
(2) Rekonsiliasl data sebagaimans dimaksud pada ayvat {1)

paling sedikit mencocokkan:

a. SKXP;

b, SSPD,

c. rekening koran bank;
potenst PKB, BEBNKDB, Opsen PKB, dan Opsen
BENKB; dan

e dokumen penyelesaian kKekurangan pembavaran
Paiak dan pengembalian kelelnhan pembayaran
Pajak.

BAB XIN
KERJA SAMA OFTIMALISAS] PEMUNGUTAN PAJAK
DAN FEMANFAATAN DATA

Bagilan Kesatg
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pagak

Pasal 48

{1] Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pagsk,
Pemerintah Daerah dapat melaksanaskan kerja sama
aoptimalisas: pemungutan Pajak dengan:

a. Pemerintah;

. Pemerintah Daerah lnin: dan/atau

c. pihak ketigs,

(2] Kegia sams ssbagaimans dimaksud pads ayat (1)
mweliputs:

&, pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau
informasi perpajakan, perizinan, sertan darta dan/
atau informasi lainnya sesusl dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

h pengawasan Wajibh Pajak bersama sesual dengan
kKetentuan peraturan perundang-undangan,

c. pemaniastan program atau kegiatan penimgicatan
pelayanan kepada masyarakat, XKhususnva dl
hidang perpagaksan,

d. pendarmpingan dan dukungan kapasitas di bidang
perpapakan;

. peningkatan pengetahuan dan kemampuan
aparatur atau sumber daya manusia di bidang

perpazakan;

. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak
ketiga; dan

£ kegitatan lainnys yang dipandang perlu untuk
dilank=anakan dengan didasarkan pada

pertimbangan efisiensl dan efektvitas pelayvanan
publik serta saling menguntungkar,

13} Kerga sama yang dapat dilaksanakan bersama dengsn
Pemerintah dan/atau Pemernintah  Daerah lain
sebagnimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b meliputi bentuk kerjis =ama sebagnimansa
dimakaud pada ayvat (2] huruf a sampai dengan huruf o
dan/ amu huruf g
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[4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan
pilnk ketiga sebageimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ melipot bentuk Kerja sama sebagaimans
dimaksud pada ayvat (2] buruf ¢ sampai dengan huraf
L3

Pa=al 49

(1} Dsalam melaksanakan Kerja sama  sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 48 ayat |1}, Pemeriniah Daerah
dapat mengajukan penawaran kerja sama  Kepada
pihak yang dituju dan/atau menerima penawaran
kera sama dari pithak yang menawarkan.

{2} Keria sama sebagaimana dimaksud dalarm Pasal 48
ayat {2] dituangkan dalam dokumen perjanjian keria
sama atau dokumen lain vang discpakat! para pabak.

3] Khusus untuk bentuk kera sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayar [2) hurmaf &, dokumen
peranjian  kerja sama  ditetapkan oleh OCubermnur
Dersarma mitrs Keojn samma.

(4] DoXxumen peranjian kerya saema  sebagsamana
dimaksud pada avat (3] paling sedikit mengstur
kKetentuan mengeras:

a. subjek kegja sama,
. maksud dan tajuan;
c. ruang lingkup;
d. hak dan kewsajiban para pihak vang terlibat;
e, jangkn waktu perjanjian;
1. sumber pembiayaan;
penyelesainn perselisshan;
sanlksi;

Wﬂdml. dan
perubahan.

Hagian Kedua
Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik
dalam Pemungutan Pagak

Pasal 50

(1) Dalam mngka opumalisasi pemungutan Pajak,
Pemerintah Daerah dapat menghimpun data dan/amu
informasi kepada pelaku usaha penvedia sarana
komunikasl elelkronik yvang digunaksn untuk
transaksd perdagangnn.

12} Data dan/atau informas! sebagaaomans dimaksud padas
avat (1) berupa data dan/atau informasi yang
berkaitan dengan orang pribedi atau Badan yvang
terdaftar sebagal Wajlb Priak.

13} Penghimpun data sebagaimana dimaksod pada ayat (1)
dilakukan sesual  dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Bagan Ketiga

Kerja Sama Optimalisasi Permnungutan Pajak dengan
Instansd/Unit Kerja
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Fasal 51

Gubernur dapatr melakukan kema sama dengan
mnstansd/unit kerja terkait kelancamn dan optimalnya
pemungutan PXB, BANKH, Opsen PKE dan Opsen
SBNKB.

Kerja sama dengan instansi/unit kerja sebagaimana
dimaksud pada avat (1] dilakukan oaleh Kepala
Bapenda,

Kerjn mama sebagaimana dimaksud pada aya: (1)
antara lain dilakukan dengan aparat penegak bukum,
Femerintah  Pusat, Pemerintah Daerah lam, pihak
swasta, Badan Usaha Milik Negara/Daerab, dan plhak

ketign lninnya.
Pasal 52

Untuk meningkatkan Keparuhan Wajlb Pagak, Kepala
Bapende dapat melakukan kerja sama dengan
mstans: /unit kena /pthak terkait  sebagaimana
dimaksud delam Pasal 51 asat (2) untuk mewsgibkan
peiunasan PKH, BBNEB, Ogpsen PKB dan Opsen
HBNKE sebelum Wajib Pajak:

1. mengajukan proses perizinan dan/atau
rekomendasi atas kegatan usaha yang akan
dilakukannya

b. melakukan pengisian bahan bakar minyvak yang

mendapat subsidi dari pemerintah dan/atau Badan

Usaha Milk Negara/ Instansd unnys,

melakukan pengujian Kendaraan Bermotor;

mengajuian kredit pembelian kendaraan dan atau

kredit lninnyns;

e menyelesaikan pembayaman ulang elektraonik

Kendaraan Berrmotor,
adikan kendaraannya sebagai jaminan kredit,

melakukan pencairan pembayAaran ALas

pelaksanansn pekenann Pemenintah Daesah
dan/fatau Femenntah Dacrah Kabupaten/Kota.
dan

h. mendapatkan layanan publik Pemernntabh Daerah
dan/atsu Pemerintah Kabupaten/Kote,

Jends-jenis kegiatan yang dikerjasamakan

schagaimana dimaksud pada ayvat (3] dapat

ditngkatkan dan dikembangkan sesusi Kebutuhan,

Pelnksanann kerja sama sebagnimana dimaksud pada

avat (1) dilakukan sesunl dengan Ketentuan peraturan

perundang-undangan,

BAB XIV
KETENTUAN PERALIFHAN

anp

[

Panal 53

Femungutan PRB, Opsen PKB. BBENKB, Opsen BEBNKB
berlaku mulal pembayaran masa Pajak tabhun 2025,

103




Modul PDRD: OPSEN PAJAK DAERAH

33

(2} Pemungutan PKHB dan BBNKHB yang wmerupakan
unggakan tahun sebelumnysa tetap berlaku sesuad
peraturan yang mengacu pada Undang-Undang Noasor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribuss
Daerah seboagamana telah diubabk beberapa kali
terakchir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Fenetapan Peraturan Pemerintah Penggantd
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kenja menjadi Undang-Undang khususnya  dalam
penerapan tarif dan pola bag: hasdl.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Gubernur ini mula beriaku, Peraturan
Cubemur Sulawesi Selatan Nomaor 90 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanasan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan awas
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesd Selatan Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak
Kendarnan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (Berita Daerah Prowvinsi Sulawesi Selatan Tahun
2018 Nomor 90}, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Gubemur ini mulai berfaku  pada tanggal
diundangkan.

Agar setap orang  mengetahuinys, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar

gEal 8 Juli AC3 4

Diundangkan di Makassar
puda tanggal 19 Jull 2024
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